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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran
srategis dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, RKT Tahun 2020, RKPD Tahun 2020, dan PK Tahun 2020. Pengukuran kinerja dalam laporan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).
Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :
Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

	No.
	Interval Nilai Realisasi Kinerja
	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

	1
	91% ≤ 100%
	Sangat tinggi

	2
	76% ≤ 90%
	Tinggi

	3
	66% ≤ 75%
	Sedang


	4
	51% ≤ 65%
	Rendah

	5
	≤ 50%
	Sangat Rendah


Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang


Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Misi 1 
:
Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh


TUJUAN 1.1 :


Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan 1.1 : Mewujudkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Rasio Konektifitas
	29,16
	26
	30
	67
	223,33%
	31,33
	213,85%

	Indek Kualitas Lingkungan Hidup
	62,28
	64,63
	62,41
	67,39
	107,98%
	62,66
	107,55%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	165,66%
	
	160,7%


Sumber
:
Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja tujuan 1.1
Capaian kinerja rata-rata tujuan 1.1 Tahun 2020 adalah sebesar 165,66% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”
2. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Rasio Konektivitas tahun 2020 sebesar 223,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Lingkungan Hidup tahun 2020 sebesar  107,98%  atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
a. Rasio Konektifitas : 
Berdasarkan misi I (pertama) Bupati Karanganyar, yaitu mewujudkan pembangunan insfrastruktur menyeluruh, yang kemudian dijabarkan pada tujuan ke-1 dalam RPJMD : Mewujudkan kualitas pembangunan insfrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan, dengan indikator tujuan “Rasio Konektifitas dan indeks kualitas lingkungan hidup”. 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dengan indikator Rasio Konektifitas, dipengaruhi oleh adanya jaringan jalan dan jaringan transportasi yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur  darat, sehingga dapat melayani distribusi produk barang/jasa, termasuk didalamnya distribusi logistik dan aktivitas pariwisata. 

Kondisi Rasio Konektifitas tahun 2019 sebesar 26 dan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 30, dengan realisasi di tahun 2020 sebesar 67 sehingga terjadi peningkatan sebesar 157,69%. Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. 

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Perhubungan Darat dihitung berdasarkan jumlah pelayanan angkutan darat baik angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan yang terlayani dibandingkan dengan target pelayanan angkutan darat (kebutuhan nasional).
Untuk menghitung Rasio Konektivitas Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:


Dimana :
1. IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x   bobot   trayek)   dibagi   jumlah   kebutuhan   trayek   pada kabupaten tersebut)
Keterangan:
IK1 (Angkutan Jalan)
· Jumlah  trayek  yang  dilayani  adalah  jumlah  trayek  perintis ditambah trayek AKAP
· Jumlah  kebutuhan  trayek  adalah  jumlah  kebutuhan  trayek perintis  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan  kebutuhan  trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu
· Bobot Trayek atau Lintas :
a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
2. IK2  (Angkutan  Sungai,  danau  dan  penyeberangan)  =  jumlah lintas  Penyeberangan  yang  beroperasi  pd  kabupaten  tsb  x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)
IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)
· Jumlah  lintas  penyeberangan  yang  beroperasi  adalah  jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
· Jumlah   kebutuhan   lintas   adalah   jumlah   kebutuhan   lintas penyeberangan  baik  lintas  penyeberangan  perintis  maupun komersil    untuk    menghubungkan    antar    wilayah    yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu
· Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah    yang    tingkat    pelayanan    angkutan    laut    dan penyeberangan    lebih    tinggi    dibandingkan    dibandingkan dengan  angkutan  jalan  (bobot  angkutan  SDP  =  70,  bobot angkutan jalan = 30)
· Wilayah    yang    tingkat    pelayanan    angkutan    laut    dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah    yang    tingkat    pelayanan    angkutan    laut    dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan  angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)
Pada IK2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan), Kabupaten Karanganyar tidak memilikinya. Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2020 sebanyak 14 trayek saja. Sedangkan kebutuhan trayek  pada Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 21 trayek.
Berikut data trayek yang dilayani pada Kabupaten Karanganyar :
Tabel 3.3

DATA TRAYEK TRANSPORTASI DARAT TERLAYANI 
	NO
	TRAYEK
	RUTE TRAYEK
	KAPASITAS
	JUMLAH KENDARAAN
	NAMA PERUSAHAAN

	1
	Jalur A
	Bejen-Papahan-Palur
	12
	63
	Kop. Karanganyar Jaya

	2
	Jalur B
	Bejen-Jongke-Tasikmadu-Nglarang-Kebakkramat-Oalur
	12
	5
	Kop.Karanganyar Jaya

	3
	Jalur D
	Bejen-Jongke-Pegadaian-RSU. Jengglong-Beji-Kalijirak-Gunung Watu-Mojoroto-Mojogedang-Sambirajo-Karangpandan
	12
	1
	Kop.Karanganyar  Jaya

	4
	Jalur E
	Jongke-Pegadaian-Bejen-Ngrawoh-Nongo-Gantiwarno-Klangon-Jloko-Matesih
	12
	12
	Kop.Karanganyar Jaya

	5
	Jalur F
	Jongke-Pegadaian-Siwaluh-Songglon-Gembong-Sambirejo-Jumantono-Sringin-Matesih
	12
	2
	Kop.Karanganyar Jaya

	6
	Jalur G
	Karangpandan-Gerdu-Giribangun-Matesih-Plaosan
	12
	8
	Kop.Roda Manunggal

	7
	Jalur G2
	Matesih-Plaosan
	12
	1
	Kop.Roda Manunggal

	8
	Jalur L
	Jongke-Jengglong-Dawan-Gaum-Bejen-Popongan-Delingan-Ngepos-Sdn 1 Bangsri-Sman Karangpandan
	12
	1
	Kop. Sari Sejati

	9
	Jalur N
	Karangpandan-Jikut-Pandananom-Dukuh
	12
	21
	Kop. Sari Sejati

	10
	Perdesaan
	Karanganyar (Terminal Tegal Gede- Term. Bejen)- Jumapolo-Jatioso / Jatipuro
	16
	7
	Koppakar

	11
	Perdesaan
	Karangpandan-Kemuning-Ngargoyoso-Batujamus/Kerjo
	16
	53
	Kop. Sarwo Rukun Dan Koppakar

	12
	Perdesaan
	Karanganyar-Tunggul-Matesih-Karanglo-Tawangmangu
	16
	20
	Kop. Roda Manunggal

	13
	Perdesaan
	Karanganyar-Mojogedang-Batu Jamus-Kerjo-Sambirejo
	16
	19
	Koppakar

	14
	Perdesaan
	Jenawi (Bolong)-Sambirejo-Sragen
	 
	17
	Kop. Ageng Winahyu


Sedangkan jumlah kebutuhan trayek yang dilayani Kabupaten Karanganyar tersaji dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.4

DATA KEBUTUHAN TRAYEK TRANSPORTASI DARAT
	NO
	TRAYEK
	RUTE TRAYEK
	KAPASITAS
	JUMLAH KENDARAAN
	NAMA PERUSAHAAN

	1
	Jalur A
	Bejen-Papahan-Palur
	12
	63
	Kop. Karanganyar Jaya

	2
	Jalur B
	Bejen-Jongke-Tasikmadu-Nglarang-Kebakkramat-Oalur
	12
	5
	Kop.Karanganyar Jaya

	3
	Jalur C
	Bejen-Jongke-Badran Baru-Tasikmadu-Nglarang-Kebakkramat-Palur
	12
	0
	Belum Berbadan Hukum

	4
	Jalur D
	Bejen-Jongke-Pegadaian-RSU. Jengglong-Beji-Kalijirak-Gunung Watu-Mojoroto-Mojogedang-Sambirajo-Karangpandan
	12
	1
	Kop.Karanganyar  Jaya

	5
	Jalur E
	Jongke-Pegadaian-Bejen-Ngrawoh-Nongo-Gantiwarno-Klangon-Jloko-Matesih
	12
	12
	Kop.Karanganyar Jaya

	6
	Jalur F
	Jongke-Pegadaian-Siwaluh-Songglon-Gembong-Sambirejo-Jumantono-Sringin-Matesih
	12
	2
	Kop.Karanganyar Jaya

	7
	Jalur G
	Karangpandan-Gerdu-Giribangun-Matesih-Plaosan
	12
	8
	Kop.Roda Manunggal

	8
	Jalur G2
	Matesih-Plaosan
	12
	1
	Kop.Roda Manunggal

	9
	Jalur H
	Jambangan-Mojogedhang-Lapangan Pojok Kidul-Wonolopo-Psr Nglano-Badran Bary-Jongke
	12
	0
	Belum Berbadan Hukum

	10
	Jalur I
	Pertigaan Ursulin-Perum Baturan-Perum Griya Nusa Indah-Soto Sawah-Colomadu-Ngasem-Kartosuro
	12
	0
	Belum Berbadan Hukum

	11
	Jalur J
	Jambangan-Kedungjeruk-Buntar-Pasar Kaling-Nangsri-Cangkromo-Palur
	12
	0
	Belum Berbadan Hukum

	12
	Jalur K
	Karangpandan-Gondangmanis-Jambangan-Munggur-Alastuo-Kaling-Palur
	12
	0
	Belum Berbadan Hukum

	13
	Jalur L
	Jongke-Jengglong-Dawan-Gaum-Bejen-Popongan-Delingan-Ngepos-Sdn 1 Bangsri-Sman Karangpandan
	12
	1
	Kop. Sari Sejati

	14
	Jalur N
	Karangpandan-Jikut-Pandananom-Dukuh
	12
	21
	Kop. Sari Sejati

	15
	Jalur P
	Jumapolo- (Bakalan-Duyung-Kebak-Ngunut)-Jumantono-(Blorong-Sringin)-Kutukan-Bolong-Jungke
	12
	0
	Belum Berbadan Hukum

	16
	Jalur Q
	Gondangrejo-Ngangkruk-Pasar Legi-(Surakarta)
	12
	0
	Belum Berbadan Hukum

	17
	Perdesaan
	Karanganyar (Terminal Tegal Gede- Term. Bejen)- Jumapolo-Jatioso / Jatipuro
	16
	7
	Koppakar

	18
	Perdesaan
	Karangpandan-Kemuning-Ngargoyoso-Batujamus/Kerjo
	16
	53
	Kop. Sarwo Rukun Dan Koppakar

	19
	Perdesaan
	Karanganyar-Tunggul-Matesih-Karanglo-Tawangmangu
	16
	20
	Kop. Roda Manunggal

	20
	Perdesaan
	Karanganyar-Mojogedang-Batu Jamus-Kerjo-Sambirejo
	16
	19
	Koppakar

	21
	Perdesaan
	Jenawi (Bolong)-Sambirejo-Sragen
	 
	17
	Kop. Ageng Winahyu


Dengan demikian, pelayanan angkutan jalan sebagai berikut ;
Pada Kabupaten Karanganyar Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
Maka realisasi rasio konektivitas kabupaten pada transportasi darat adalah

Dengan demikian, capaian Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten dibidang Perhubungan Darat pada Tahun 2020 adalah sebesar 67.
b. Indek Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil akumulasi perhitungan 30% indeks kualitas air, 30% dari indeks kualitas udara dan 40% indeks kualitas tutupan lahan. Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengalami perubahan angka rumusan berdasarkan Petunjuk Teknis Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian indeks kualitas air 80,00, indeks kualitas udara 69,41 dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 42,02.

Secara umum berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2020 mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023. IKLH tahun 2020 mencapai nilai 67,39 lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH tahun 2019 yang sebesar 64,63.

Dalam pencapaian Tujuan 1.1 didukung sasaran sebagai berikut :
1.1.1 Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas.
1.1.2 Meningkatnya Mitigasi dan Penanganan Bencana.
1.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tabel 3.5
Sasaran 1.1.1 : Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas 
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Penurunan Angka Kecelakaan
	0,73
	1,40
	0,69
	0,71
	97,10%
	0,65
	90,77%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	97,10%
	
	90,77%


Sumber
:
Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja sasaran 1.1.1
Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.1 tahun 2020 adalah sebesar       97,10% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”
2. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Penurunan Angka Kecelakaan tahun 2020 (Capaian kinerja IKU akhir RPJMD) sebesar 97,10% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Pada Tahun 2020, berdasarkan laporan tahunan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Polres Karanganyar sampai tanggal 31 Desember 2020, kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 1.048 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 1.467, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.6
Data Kecelakaan Lalu Lintas
	No
	Kecelakaan Lalu Lintas
	Bulan

	
	
	Jan
	Pebr
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agust
	Sept
	Okt
	Nop
	Des
	Juml

	1
	Jumlh Kejadian
	116
	133
	93
	51
	68
	66
	72
	96
	93
	88
	107
	65
	1.048

	2
	Korban Meninggal Dunia
	15
	8
	10
	4
	7
	6
	7
	4
	9
	5
	7
	7
	89

	3
	Korban Luka Berat
	-
	-
	4
	-
	6
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	14

	4
	Korban Luka Ringan
	137
	147
	104
	63
	69
	88
	78
	104
	72
	100
	120
	68
	1.150

	5
	Kerugian Materiil
	42.100.000
	40.400.000
	29.200.000
	17.600.000
	25.400.000
	25.100.000
	22.900.000
	31.500.000
	33.400.000
	33.100.000
	39.300.000
	35.700.000
	375.700.000


Tabel dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar
Kecelakaan lalu lintas secara umum disebabkan oleh :

a. Faktor manusia, yaitu terkait dengan kemampuan dan karakter pengemudi;

b. Faktor kendaraan, terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laek jalan;

c. Faktor prasarana dan lingkungan.

Faktor manusia memiliki kontribusi terbesar terjadi kecelakaan yang  disebabkan oleh kondisi pengemudi kendaraan yang lengah, mengantuk, mabuk, lelah, tidak terampil, tidak tertib dan berkecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan daya konsentrasi dan sikap responsibilitas dalam berkendara, apalagi bila mengemudi dengan kecepatan tinggi. 

Penyebab kecelakaan yang berasal dari faktor kendaraan antara lain kondisi rem yang kurang baik, ban pecah, selip, dan lampu kendaraan mati  terutama mengemudi pada malam hari.

Faktor lingkungan fisik yang sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah : jalan berlobang, jalan rusak, jalan licin, jalan menikung, kurangnya penerangan jalan dan hujan.

Kurangnya kewaspadaan masyarakat dan kehati-hatian pengguna jalan dalam berkendara di jalan raya menyebabkan angka kecelakaan pada Tahun 2020 masih tinggi, terutama di jalur-jalur yang sudah selesai diperbaiki dan diperlebar. Mengingat sudah baiknya sarana dan prasarana jalan yang ada perlu adanya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di jalan raya. 
Tabel 3.7
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Mitigasi dan Penanganan Bencana
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Persentase Berkurangnya korban bencana alam
	0,08
	0,06
	0,06
	0,04
	133,33%
	0,05
	120%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	133,33%
	
	120%


Sumber
:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja sasaran 1.1.2 
Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.2 tahun 2020 adalah sebesar       133,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase Berkurangnya korban bencana alam tahun 2020 sebesar 133,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Penyebab berkurangnya korban bencana alam dikarenakan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana yang mencakup :

a. Pelayanan Informasi rawan bencana;

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan tehadap bencana;

c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Target pencapaian pelayanan informasi rawan bencana adalah penduduk di daerah rawan bencana sejumlah 6.833 KK (24.356 orang) di targetkan mencapai 100% dalam kurun waktu 5 tahun Renstra (2019-2023). Pada tahun 2019 target pelayanan informasi rawan bencana adalah 2.330 orang atau 9,56% dari seluruh penduduk rawan bencana, dan pada tahun 2020 ditargetkan sejumlah 24.356 orang atau 100% dari seluruh penduduk rawan bencana.
Target pencapaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah penduduk di daerah rawan bencana sejumlah 6.833 KK atau 24.356 orang di tergetkan menapai 100% dalam waktu kurun 5 Tahun Renstra (2019-2023). Pada Tahun 2019 target pencapaian pelayanan pencegahan kesiapsiagaan adalah 6.220 orang atau 25,5% dari seluruh penduduk di daerah rawan bencana, dan pada tahun 2020 ditargetkan sejumlah 11.079 orang atau 45% dari seluruh penduduk di daerah rawan bencana.
Target pencapaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah semua penduduk yang terdampak bencana dalam 1 tahun atau 100%. Realisasi dari target pencapaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah 213 kejadian atau 864 KK terdampak bencana pada tahun 2019 atau 100% dari total penduduk terdampak bencana, dan pada tahun 2020 terealisasi 164 kejadian atau 362 KK terdampak bencana.
Tabel 3.8 
Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Indek Kualitas Lingkungan Hidup
	62,28
	64,63
	66,87
	67,39
	100,78%
	62,66
	107,55%

	Persentase Kawasan Kumuh
	0,95
	0,61
	0,57
	0,52
	108,77%
	0,15
	-146,67%



	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	104,78%
	
	-19,56%




Sumber
:
Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.3. sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja sasaran 1.1.3.
Capaian kinerja rata-rata sasaran 1.1.3 Tahun 2020 adalah sebesar 104,78% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”
2. Capaian kinerja IKU
  Angka capaian kinerja IKU Indek Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 sebesar 100,78% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
  Angka capaian kinerja IKU Presentase Kawasan Kumuh tahun 2020 sebesar 108,77% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Indikator Sasaran 1.1.3. terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan akumulasi dari indeks kualitas air, udara serta tutupan lahan dan prosentase kawasan kumuh.
1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan ditetapkannya tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” dengan indikator tujuan yaitu : indeks kualitas lingkungan hidup, maka telah ditentukan pula sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2018-2023 yakni terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan indikator sasaran:
1. Indeks kualitas air;

2. Indeks kualitas udara;

3. Indeks kualitas tutupan lahan.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis sama dengan  pencapaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup. 

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:
	No
	Indikator Kinerja
	Capaian 2019
	2020
	Target akhir RPJMD/ Renstra (2023)
	%

Persen capaian terhadap taget akhir

	
	
	
	Target
	Realisasi
	%

Persen capaian
	
	

	1
	Indeks kualitas kualitas lingkungan hidup
	64,63
	62,41
	67,39
	107,98%
	62,66
	107,55%

	2
	Indeks kualitas air
	90,00
	53,75
	80,00
	148,84%
	54,25
	147,47%

	3
	Indeks kualitas udara
	69,41
	80,60
	69,41
	86,12%
	80,75
	85,96%

	4
	Indeks kualitas tutupan lahan
	42,02
	55,25
	42,02
	76,05%
	55,40
	75,85%


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 tercapai dari hasil akumulasi perhitungan 0,36 indeks kualitas air, 0,405 dari indeks kualitas udara dan 0,219 indeks kualitas tutupan lahan. Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengalami perubahan angka rumusan berdasarkan Petunjuk Teknis Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian indeks kualitas air 80,00, indeks kualitas udara 69,41 dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 42,02.

Indeks Kualitas Udara tahun 2020 mengalami penurunan dari target, sebab terdapat alat pengukur udara yang hilang dan rusak saat dipasang dalam masa pengukuran kualitas udara, sehingga tidak dapat menyelesaikan pengukuran dengan baik.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mencapai target dikarenakan banyak lahan hijau yang beralih fungsi menjadi pemukiman, industri ataupun tempat makan atau tempat wisata kuliner.

Namun secara keseluruhan dan berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2020 mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2018-2023. IKLH tahun 2020 mencapai nilai 67,39 lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH tahun 2019 yang sebesar 64,63.

Untuk capaian indikator kinerja tahun 2019, diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 64,63 yang melebihi target capaian yaitu 62,31. Hasil perhitungan tersebut merupakan jumlah dari 30% indeks kualitas udara, 30% indeks kualitas air dan 40% indeks kualitas tutupan lahan. Sehingga pada tahun tersebut diperoleh data indeks kualitas udara sebesar 69,41, indeks kualitas air 90,00 dan indeks kualitas tutupan lahan 42,02. 

Capaian indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 yang merupakan tahun kedua RPJMD baru telah memenuhi keseluruhan target yang sudah ditetapkan, bahkan persentase capaian ada yang melebihi target yang ditentukan. Indikator kinerja tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja lebih dari 100 % , yaitu sebesar 107,55% sehingga termasuk dalam kriteria Sangat Baik   ( > 100%), Permendagri No.54 Th.2010. 
Terjadi peningkatan capaian dari tahun 2019 ke tahun 2020, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2) Prosentase Kawasan Kumuh
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Maka pada tanggal 23 Mei 2019 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukinan Kumuh.
Tabel 3.9
Perhitungan Pengurangan permukiman kumuh Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2020
	No
	Kelurahan/Desa
	Luas Kumuh
	Pengura

ngan Luasan Kumuh 

2017
	Pengura

ngan Luasan Kumuh 2018
	Pengura

ngan Luasan Kumuh 2019
	Pengura

ngan Luasan Kumuh 2020
	Jumlah Luas Capaian Penanganan

	1
	Bolon
	9.54
	9.54
	0.00
	0.00
	0.00
	9,54

	2
	Gedongan
	1.67
	0.00
	1.67
	0.00
	0.00
	1,67

	3
	Ngasem
	5.67
	0.00
	1.67
	0.00
	0.00
	1,67

	4
	Brujul
	3.77
	0.00
	0.00
	3.77
	0.00
	3,77

	5
	Jaten
	7.66
	4.56
	0.00
	3.10
	0.00
	7,66

	6
	Jati
	3.86
	0.00
	0.00
	3.86
	0.00
	3,86

	7
	Ngringo
	4.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0,00

	8
	Delingan
	3.52
	0.00
	0.00
	2.52
	1.00
	3,52

	9
	Gayamdompo
	5.57
	0.00
	5.57
	0.00
	0.00
	5,57

	10
	Gedong
	2.74
	0.00
	0.00
	0.12
	0.00
	0,00

	11
	Karanganyar
	2.07
	2.07
	0.00
	0.00
	0.00
	2,07

	12
	Lalung
	3.09
	0.00
	0.00
	3.09
	0.00
	3,09

	13
	Popongan
	2.22
	0.00
	0.00
	2.22
	0.00
	2,22

	14
	Banjarharjo
	13.27
	0.00
	1,00
	0.00
	1,25
	2,25

	15
	Kaliwuluh
	8.66
	0.00
	0.00
	0.00
	0.25
	0,25

	16
	Kemiri
	11.14
	0.00
	1.86
	0.00
	0.00
	1,86

	17
	Malanggaten
	1.32
	0.00
	1.32
	0.00
	0.00
	1,32

	18
	Pulosari
	0.59
	0.00
	0.59
	0.00
	0.00
	0,59

	19
	Kaling
	1.57
	0.00
	1.57
	0.00
	0.00
	1,57

	20
	Karangmojo
	0.41
	0.00
	0.00
	0.41
	0.00
	0,41

	21
	Pandeyan
	1.27
	0.28
	0.00
	0.99
	0.00
	1,27

	22
	Tawangmangu
	4.06
	0.00
	0.00
	0.00
	0.36
	0,36

	23
	Kalisoro
	2.37
	0.00
	0.00
	0.00
	0.25
	0,25

	 
	 
	100.16
	16.45
	15,25
	19,96
	3,11
	54,77


Keterangan:

Luas Kumuh (Ha)



=     100,16 (Ha)

Capaian Penanganan Tahun 2020
=       54,77 (Ha)

Persentase kawasan kumuh  

= ….luas kumuh X 100%






   Luas permukiman kumuh







=     54,77  X 100%







  10,438

=      0,52%
Angka capaian kinerja IKU Persentase Kawasan Kumuh tahun 2020 sebesar 109,62%  atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”.
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh. Sebagai implementai percepatan penanganan kumuh, program kotaku melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada desa/kelurahan serta kabupaten. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.
4. Efisiensi penggunaan Anggaran
Efisiensi penggunaan sumber Anggaran dalam pencapaian tujuan 1.1.
antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 1.1.
Tabel 3.10

Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 1.1.
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Anggaran
	 Realisasi
	Capaian
	Efisiensi

	Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
	 
	 
	 
	 
	 

	Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan
	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	          1.546.463.500,00
	          1.535.386.111,00 
	99,28
	0,72

	
	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	              182.844.700,00 
	              180.760.910,00 
	98,86
	1,14

	
	
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
	              557.600.000,00 
	              556.359.484,00 
	99,78
	0,22

	
	
	Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas
	              305.765.000,00 
	              294.727.252,00 
	96,39
	3,61

	
	
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan
	              750.287.300,00 
	              746.597.834,00 
	99,51
	0,49

	
	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
	        24.968.500.000,00 
	        22.118.284.036,00 
	88,58
	11,42

	
	Jumlah
	       28.311.460.500,00 
	       25.432.115.627,00 
	89,83
	10,17

	
	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	          2.397.505.000,00 
	          2.227.188.556,00 
	92,90
	7,10

	
	Jumlah
	          2.397.505.000,00 
	          2.227.188.556,00 
	92,90
	7,10

	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	          1.459.272.000,00 
	          1.438.351.250,00 
	98,57
	1,43

	
	 
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	              116.787.650,00 
	                78.703.350,00 
	67,39
	32,61

	
	 
	Program peningkatan pengendalian polusi
	              309.784.250,00 
	              295.415.900,00 
	95,36
	4,64

	
	 
	Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan
	              122.510.000,00 
	              122.374.900,00 
	99,89
	0,11

	
	 
	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun
	          4.058.781.850,00 
	          4.025.925.610,00 
	99,19
	0,81

	
	Jumlah
	6.067.135.750,00
	5.960.771.010,00
	98,25
	1,75


Sumber
:
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
2. Misi 2 
:
Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

TUJUAN 2.1 :


Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Tujuan 2.1 : Meningkatnya Produktifitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
	5,48
	5,98
	2-3
	-1,87
	-93,5%
	6,12
	-30,55%

	Tingkat Inflasi
	3,15
	2,77
	3,7
	1,38
	162,70%
	2,95
	176,95%

	PDRB Perkapita (Rp.000)
	Na
	41.820
	28.556
	41.485
	145,28%
	29.450
	140,87%

	Tingkat Pengangguran Terbuka
	3,17
	 2,34
	2,86
	5,96
	48%
	2,31
	38,76%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	65,62%
	
	81,51%


Sumber
:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja tujuan 2.1
Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1 tahun 2020 adalah sebesar 65,62% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sedang”
2. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 sebesar -93,5% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.
b. Angka capaian kinerja IKU Tingkat Inflasi tahun 2020 sebesar 162,70% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
c. Angka capaian kinerja IKU PDRB Perkapita (Rp.000) Tahun 2020 sebesar 145,28% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
d. Angka capaian kinerja IKU Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 sebesar 48% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Nilai PDRB Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 mengalami penurunan dan terjadi pertumbuhan minus sebesar -1,87 karena adanya dampak dari pandemi covid-19 terutama pada sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi dan lain-lain. 
Pertumbuhan ekonomi selama 2018 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya, dan pembayaran penggantian lahan jalan tol.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 16,33 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, ada yang mengalami pertumbuhan positif dan negatif. Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,65 persen hingga 16,33 persen. Sedangkan dua belas lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan negative sampai dengan minus 22,54 persen.

Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain: lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 16,33 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,88 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,93 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,13 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,65 persen. Sedangkan dua belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative adalah lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar -22,54 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -6,93 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar -5,83 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar -4,95 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar -4,94 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -4,00 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -1,51 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -1,25 persen, Industri Pengolahan sebesar -1,17 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,61 persen, Real Estate sebesar -0,36 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 0,17 persen.
b. Tingkat Inflasi
Tingkat Inflasi Kabupaten Karanganyar tahun 2020 diambil dari kota Surakarta, karena di Jawa Tengah hanya 6 (enam) kabupaten/kota yang menghitung tingkat inflasi. Pada tahun 2020 tingkat inflasi mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar 3,70%, dan tercapai 1,38%. Penurunan Inflasi ini disebabkan karena terkendalinya harga-harga dan harga di pasar tidak bergejolak, sebagai dampak adanya pandemi covid-19.
c. PDRB per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. 

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019 yaitu dari 41.820 juta rupiah menurun menjadi 41.485 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena adanya dampak pandemi covid-19.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar, 2016-2020
	No
	Nilai PDRB/GRDP
	Tahun

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	ADHB
	29.172.749
	31.552.289
	34.324.380
	37.074.835
	37.074.423

	2
	ADHK
	22.436.293
	23.731.952
	25.150.277
	26.641.186
	26.142.872

	PDRB per Kapita
	
	
	
	
	

	1
	ADHB
	33.764
	36.201
	39.046
	41.821
	41.485

	2
	ADHK
	25.967
	27.228
	28.610
	30.051
	29.253

	
	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 
	4,45
	4,86
	5,07
	5,04
	(2,66)

	Jumlah Penduduk
	864.021
	871.596
	879.078
	886.519
	893.679

	Pertumbuhan Jumlah Penduduk
	0,91
	0,88
	0,86
	0,85
	0,81


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2021
d. Tingkat Penganguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 5,96, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 3,15, artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5 – 6 orang diantaranya pencari kerja. Meningkatnya pengangguran terbuka ini disebabkan karena adanya dampak dari pandemi covid-19 yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), banyak usaha yang tutup, lulus sekolah tetapi belum mendapat pekerjaan dan lain-lain. 
Sasaran dalam pencapaian IKU Tujuan 2.1 adalah sebagai berikut :
2.1.1 Meningkatnya  Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan
2.1.2.Meningkatnya Produktivitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum

2.1.3 Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan

2.1.4 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan

2.1.5 Meningkatnya Nilai Investasi Daerah 
2.1.6 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tabel 3.12
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan 
	INDIKATOR KINERJA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB
	13,51


	13,45
	14,51
	13,26
	91,39%
	16,01
	82,82%

	Sektor Pola Pangan Harapan
	84,3
	99,19
	88
	83,1
	94,43%
	91
	91,32%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	92,91%
	
	87,07%


Sumber
:
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja tujuan 2.1.1

Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1.1 Tahun 2020 adalah sebesar 92,91% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”
b. Capaian kinerja IKU
a). Angka capaian kinerja IKU Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB tahun 2020 sebesar 91,39% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b). Angka capaian kinerja IKU Sektor Pola Pangan Harapan tahun 2020 sebesar 94,43%  atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “sangat tinggi.”.
c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pada tahun 2019 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 12,88 persen. Dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 13,26 persen. Terjadi penurunan karena sepanjang 5 tahun terakhir pada kisaran nilai 14 persen. Komoditi yang paling berpengaruh terhadap besaran nilai tambah pada kategori ini adalah tanaman pangan dan peternakan. Komoditi di dalamnya yang paling dominan adalah padi palawija dan ternak sapi. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2018 sebesar 3,39 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2014 hingga 2018) pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan cukup berfluktuatif, dimana pada tahun 2014 pertumbuhannya mencapai 1,92 persen sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami percepatan hingga menjadi 5,84 persen, pada tahun 2016 kembali melambat menjadi 2,72 persen dan tahun 2017 kembali melambat menjadi 2,25 persen. Hal ini terjadi karena adanya penurunan produksi pertanian terutama tanaman pangan, dan perikanan.
2. Skors Pola Pangan Harapan
Pola Pangan Harapan menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang membidangi ketahanan pangan. Semakin tinggi skor Pola Pangan Harapan, bermakna semakin tinggi tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Pada tahun 2020 keragaman konsumsi tercapai 94,43 persen, kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun  sehingga tidak dapat mencukupi keberagaman konsumsi pangan di keluarga/masyarakat.

Semakin tinggi tingkat keberagaman pangan, semakin tinggi pula kecukupan gizi masyarakat. Semuanya akan bermuara pada semakin tingginya kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan, maka harus terus mengkampanyekan penyusunan menu keluarga sesuai B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman) kepada para ibu selaku penyusun menu keluarga.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pola ketahanan pangan maka ditetapkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangann melalui kawasan rumah pangan lestari. Pemanfatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kawasan rumah pangan lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahan pekarangannya secara intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat. 

Tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengembangan pangan lokal di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal pemerintah daerah perlu menetapkan dan mengembangan jenis pangan lokal. 

Tabel 3.13
Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB
	INDIKATOR KINERJA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB
	3,33
	3,18
	4,75
	3,05
	64,21%


	16,01
	19,05%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	64,21%
	
	19,05%


Sumber
:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
 Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja tujuan 2.1.2

Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1.1 Tahun 2020 adalah sebesar 64,21% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Rendah”
b. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB tahun 2020 sebesar 64,21% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Rendah”.
c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi berupa hotel (baik klasifikasi bintang maupun non bintang, pondok wisata, homestay, dll). Restoran, warung makan hingga kedai makan juga dicakup dalam kategori ini. Pada tahun 2017, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar sebesar 3,20 persen. Kontribusi tahun 2018 cenderung stabil bila dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 3,26 persen. Dan pada Tahun 2020 sebesar 3,05 persen. Secara keseluruhan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,39 persen pada tahun 2018. Laju pertumbuhan ini lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 5,31 persen. Peningkatan terjadi seiring dengan maraknya rumah makan dibangun di daerah wisata dan berdirinya beberapa hotel bintang di Kabupaten Karanganyar. Namun pada tahun 2020 kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019, yaitu sebesar 3,05 persen, dan belum mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,75 persen karena dampak dari adanya pandemi covid-19.
Tabel 3.14
Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Perdagangan
	INDIKATOR KINERJA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
	11,20
	11,15
	11,45
	-4,00
	-34,93%
	11,7
	-34,19%


	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	-34,93%
	
	-34,19%


Sumber
:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1.3 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja tujuan 2.1.3

Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1.3 Tahun 2020 adalah sebesar -34,93% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”
b. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2020 sebesar -34,93% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.
c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan minus pada sektor perdagangan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar minus 4,00 persen karena adanya dampak dari pandemi covid-19. 

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang perekonomian Kabupaten Karanganyar sebesar lebih kurang 6 persen. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini terhadap total PDRB sebesar minus 4 persen. Kontribusi ini menurun dari tahun sebelumnya, seperti yang terjadi dari tahun 2010 hingga 2015 yang menunjukkan tren menurun. Namun di tahun 2016 perdagangan besar menunjukkan kenaikan kontribusinya terhadap kategori perdagangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Karanganyar antar kategori. Pada saat salah satu kategori mengalami penurunan kontribusi, bisa dipastikan ada satu atau lebih kategori yang lain mengalami peningkatan kontribusi.
Tabel 3.15
Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri Pengolahan
	INDIKATOR KINERJA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
	45,68
	 45,68
	46,59
	-1,17
	-2,51%
	47,36
	-2,47%


	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	-2,51%
	
	-2,47%.


Sumber
:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1.4 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja tujuan 2.1.4

Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1.4 Tahun 2020 adalah sebesar -2,51% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”
b. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun 2020 sebesar -2,51% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.
c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Kategori Industri Pengolahan ini mencakup 16 sub kategori industri pengolahan, yaitu sub kategori Industri Batubara dan Pengilangan Migas, Industri Makanan dan Minuman, Industri pengolahan Tembakau, Industri Tektil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang Dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmsi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur, dan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Kategori Industri Pengolahan dalam PDRB Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya selalu memberikan kontribusi terbesar. Dalam 5 tahun terakhir, kategori industri pengolahan telah memberikan kontribusi diatas 45 persen, sangat mendominasi perekonomian di Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 45,68 persen dan tahun 2019 sebesar 46,01 persen. Penyumbang terbesar dari kategori industri pengolahan adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional dan industri tekstil dan pakaian jadi.
Pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan minus pada sektor industri pengolahan, yaitu sebesar minus 1,17 persen. Hal disebabkan karena adanya dampak dari pandemi covid-19.
Tabel 3.16

Sasaran 2.1.5 : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah
	INDIKATOR KINERJA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/Investor
	1,5
	0,23
	0,2
	49,89
	149,89%
	1
	149,89%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	149,89%
	
	149,89%


Sumber
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1.5 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja tujuan 2.1.5

Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1.4 Tahun 2020 adalah sebesar 149,89% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/Investor tahun 2020 sebesar 149,89% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Pada tahun 2018 persentase pertumbuhan nilai investasi/investor sebesar 1,5 dan target pada tahun 2019 yang ditargetkan 1,5 tercapai 0,23  sehingga terjadi penurunan persentase pertumbuhan nilai investasi/investor sebesar 24 % dikarenakan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang baru belum di sahkan sehingga mengakibatkan lahan rencana digunakan untuk pertumbuhan nilai investasi/investor baru, dapat dikatakan sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2020, target persentase pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Karanganyar terdapat perubahan dari target RPJMD yaitu semula 1,7% menjadi 0,2% karena adanya pandemi covid-19, namun dapat tercapai sebesar 49,89%. Pencapaian target pertumbuhan nilai investasi tersebut sebagian besar merupakan pengembangan dan peningkatan pada lima sektor dan bidang besar yaitu : 

1. Investasi Pelaku Usaha kurang dari Rp. 500.000.000,- ( NSWI )  pada sektor Perdagangan dan reparasi sebesar 44,64%; Hotel dan resto 11,26%; Jasa lainya 10,37%; Tanaman pangan perkebunan dan peternakan  9,63% ; makanan 5,71 % sisanya  terbagi berbagai secktor lainnya  ( 18,39 )
2. Investasi Pelaku Usaha diatas Rp. 500.000.000,- ( LKPM )  pada bidang transportasi gudang dan telekomunikasi  sebesar  33,25 %;  kimia dan farmasi 22,72 ; Industri makanan 13,26 % ; Industri kendaraan bermotor dan transportasi lainya  10,43 %; Industri kecil 9,46 % dan sisanya terbagi berbagai bidang lainnya( 10,88 % ).
Tabel 3.17 

Data Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020
1. Rekapitulasi dari SIUP/NIB (OSS)

	No
	Bulan
	Tahun
	Ket

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Januari
	28.411.97.500
	203.474.373.694
	1.405.458.084.914
	142.499.300.977
	

	2
	Pebruari
	47.993.448.013
	34.486.780.000
	532.183.565.505
	45.716.723.425
	

	3
	Maret
	211.282.100.000
	165.282.571.017
	464.986.875.897
	35.799.208.899
	

	4
	April
	30.592.000.000
	213.284.755.847
	350.816.875.139
	195.107.784.325
	

	5
	Mei
	89.609.500.000
	162.933.860.000
	382.815.114.116
	472.191.163.592
	

	6
	Juni
	23.479.051.232
	21.958.44.857
	301.887.530.659
	93.277.013.299
	

	7
	Juli
	56.543.000.000
	43.706.300.152
	379.448.029.442
	95.419.820.888
	

	8
	Agustus
	51.780.236.067
	8.075.000.000
	1.818.557.656.132
	255.586.173.012
	

	9
	September
	68.186.126.046
	283.905.067.130
	44.408.511.611
	271.456.846.051
	

	10
	Oktober
	193.777.817.856
	979.201.325.464
	204.109.150.165
	784.575.102.332
	

	11
	Nopember
	58.754.827.836
	54.478.600.000
	78.851.795.471
	144.615.751.359
	

	12
	Desember
	22.485.000.000
	1.500.000.000
	76.216.098.665
	172.199.276.012
	

	Jumlah
	882.895.080.549
	2.172.284.987.161
	6.039.737.287.717
	2.708.444.164.171
	


2. Rekapitulasi dari Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN

	No
	Bulan
	Tahun
	Ket

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	
	84 Perusahaan = 

11.089.196.916.211
	90 Perusahaan = 

3.670.398.652.351
	PMDN

5.638.110.500.000
	51 PMDN

129.758.427.811
	

	
	Evaluasi

Januari- Desember
	56 Perusahaan Swasta = 3.375.383.400.000

Bertambah

5.787.382.270.139
	NIB

9.660.947.570.004
	PMA

1.080.460.500.000
	17 PMA

195.691.402.791
	

	Jumlah
	14.464.580.316.211
	13.331.346.222.356
	6.718.571.000.000
	325.449.830.602
	


3. Rekapitulasi dan Kegiatan Pelaksanaan SPIPISE/OSS
	No
	Nama Perusahaan
	Nilai Investasi Tahun
	Ket

	
	
	2017
	2018
	2019
	

	1
	Izin Prinsip
	279.922.764.208
	288.305.089.485
	Diganti dengan OSS
	

	2
	Izin Prinsip Perlauasan
	-
	-
	-
	

	Jumlah
	279.922.764.208
	288.305.089.485
	-
	


4. TOTAL INVESTASI (A+B+C)

	No
	Bulan
	Tahun
	Ket

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	12 Bulan (Januari-Desemb)
	15.627.398.160.968
	15.791.936.290.001
	12.758.308.287.717
	3.033.893.994.773

	


Jumlah Investasi Tahun 2020 sumber Data NIB (OSS) dan Data LKPM

Realisasi Investasi : 

· Realisasi Investasi Th.2020 Rp.   3.033.393.994.773 
· Persentase realisasi investasi Rp. 3.033.393.994.773 : Rp 2.024.000.000.000 :  X 100% = 149,89%

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya untuk membenahi tata ruang dan regulasi pendukung perizinan di daerah strategis serta mendorong penyediaan infrastruktur daerah di lokasi strategis itu agar menarik minat investasi. Selanjutnya pada aspek pelayanan perizinan, pemerintah terus melakukan upaya penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat dan pertumbuhan investasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Karanganganyar juga telah membangun aplikasi SIMPEL guna optimalisasi pelayanan perizinan yang dapat diakses di alamat
https://simpel.karanganyarkab.go.id. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat secara mandiri atau pendampingan oleh petugas mengakses informasi jenis-jenis perizinan yang dilayani, tata cara pengurusan, pemantauan berkas pengajuan perizinan sampai dengan terbitnya dokumen perizinan, sehingga lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan adanya kepastian waktu penyelesaian perizinan.  

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi/investor di Kabupaten Karanganyar sehingga target dapat terpenuhi berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.
Tabel 3.18
Sasaran 2.1.6 : Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
	INDIKATOR KINERJA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
	70,36
	69,92
	70,96
	73,55
	103,65%
	72,76
	101,09%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	103,65%
	
	101,09%


Sumber
:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
 Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 2.1.6 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja tujuan 2.1.6

Capaian kinerja rata-rata tujuan 2.1.6 Tahun 2020 adalah sebesar 103,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”
b. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 103,65% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Jumlah Penduduk berumur 15 tahun  ke atas.
Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2020 sebanyak 700.357 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 515.145 jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga, lainnya) sebanyak 185.212 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, ada sebanyak 484.423 jiwa yang telah bekerja, sedangkan sisanya 30.722 adalah penggangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar tahun 2019 sebesar 69.92 persen artinya sebesar 69,92 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Dan pada tahun 2020 sebesar 73,55 persen melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 70,96 persen. 

TABEL 3.19
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
	No
	Kegiatan Utama
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	Angkatan Kerja
· Bekerja

· Pengangguran Terbuka
	289.127
272.729

16.398
	226.018
211.694

14.324
	515.145
484.423

30.722

	2
	Bukan Angkatan Kerja
· Sekolah
· Mengurus Rumah Tangga Sendiri

· Lainnya
	54.859
22.320

11.701

20.838
	130.353
23.337

93.240

13.776
	185.212
45.657

104.941

34.614

	
	JUMLAH
	343.986
	356.371
	700.357

	
	Tingkat Kesempatan Kerja
	94,33
	93,66
	94,04

	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	84,05
	63,42
	73,55

	
	Tingkat Pengangguran Terbuka
	5,67
	6,34
	5,96


Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021
4. Efisiensi penggunaan Anggaran :
Efisiensi penggunaan Anggaran dalam pencapaian tujuan 2.1.
antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 2.1.
Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 2.1.
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Anggaran
	 Realisasi
	capaian
	Efisensi

	Misi 2: Pemberdayaan Perekonomian rakyat

	Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah
	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan perikanan
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	                       109.584.000,00 
	                      103.519.000,00 
	94,47
	5,53

	
	
	Program peningkatan produksi hasil peternakan
	                       915.086.000,00 
	                      861.983.700,00 
	94,20
	5,80

	
	
	Program Pengembangan Usaha Perikanan
	                       867.005.000,00 
	                      759.365.800,00 
	87,58
	12,42

	
	
	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian
	                    1.643.676.500,00 
	                   1.501.453.600,00 
	91,35
	8,65

	
	
	Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian
	                    5.305.685.500,00 
	                   4.707.622.300,00 
	88,73
	11,27

	
	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan SDM Pertanian/ Perkebunan
	                       807.670.000,00 
	                      790.529.765,00 
	97,88
	2,12

	
	Jumlah
	                   9.648.707.000,00 
	                  8.724.474.165,00 
	90,42
	9,58

	
	meningkatnya produktifitas sektor perdagangan
	Program Pengembangan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
	                    6.584.911.650,00 
	                   6.493.727.936,00 
	98,62
	1,38

	
	
	Program Koordinasi Perekonomian Daerah
	                    1.066.982.000,00 
	                      878.000.494,00 
	82,29
	17,71

	
	Jumlah
	                   7.651.893.650,00 
	                     878.000.494,00 
	11,47
	88,53

	
	Meningkatnya produktifitas sektor industri pengolahan
	Program pengembangan industri kecil dan menengah 
	                       532.280.000,00 
	                      523.468.000,00 
	98,34
	1,66

	
	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	                       137.700.000,00 
	                      137.155.000,00 
	99,60
	0,40

	
	Jumlah
	                      669.980.000,00 
	                     660.623.000,00 
	98,60
	1,40

	
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	                         87.000.000,00 
	                        85.633.550,00 
	98,43
	1,57

	
	
	Pogram Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	                    2.234.000.000,00 
	                   2.196.409.200,00 
	98,32
	1,68

	
	Jumlah
	                   2.321.000.000,00 
	                  2.282.042.750,00 
	98,32
	1,68

	
	meningkatnya nilai investasi daerah
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 
	                       535.780.000,00 
	                      534.607.900,00 
	99,78
	0,22

	
	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	                       171.400.000,00 
	                      164.684.411,00 
	96,08
	3,92

	
	Jumlah
	                      707.180.000,00 
	                     699.292.311,00 
	98,88
	1,12


Sumber
:
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
3. Misi 3 
:
Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

TUJUAN 3.1 :


Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.21
Tujuan 3.1 : Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Indek Pembangunan Manusia (IPM)
	75,54
	75,89
	75,74
	75,86
	100,16%
	76,04
	99,76%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	100,16%
	
	99,76%


Sumber
:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2021
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 3.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja tujuan 3.1
Capaian kinerja rata-rata tujuan 3.1 tahun 2020 adalah sebesar 100,16% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”
2. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 sebesar 100,16% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat TInggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam pencapaian IKU Indek Pembangunan Manusia (IPM) didukung sasaran sebagai berikut

· Meningkatnya kualitas pendidikan

· Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tabel 3.22
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan 
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN
Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN
Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN
Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN
Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Harapan Lama Sekolah
	13,67
	13,66
	13,72
	13,74
	100,15%
	13,82
	99,42%

	Rata-rata Lama Sekolah
	8,55
	8,49
	8,65
	9,2
	106,36%
	8,8
	104,55%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	103,26%
	
	101,99%


Sumber
:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Satistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 3.1.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja tujuan 3.1.1
Capaian kinerja rata-rata tujuan 3.1.1 tahun 2020 adalah sebesar 103,26% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat TInggi”
2. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Harapan Lama Sekolah tahun 2020 sebesar 100,15% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat TInggi”.
b. Angka capaian kinerja IKU Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020 sebesar 106,36 atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat TInggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
a. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI KINERJA
Capaian realisasi indikator kinerja kunci Dinas pendidikan dan kebudayaanTahun 2020 dapat dilihat pada table tersebut dibawah ini.

Tabel 3.23
Capaian Realisasi Indikator Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2020
	NO
	Indikator Utama
	Realisasi

2019
	2020

	
	
	
	Target
	Realisasi
	Capaian

	1
	Angka Harapan lama Sekolah
	13,66
	13,72
	13.74
	100,15

	2
	Angka Rata-rata lama Sekolah
	8,49
	8,65
	9,2
	106,36


Dari table diatas dari tahun ke tahun diperoleh peningkatan capaian indikator pembangunan Bidang Pendidikan yang diatas target RPJMD.
b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2020
Tabel 3.24
	NO
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Realisasi

2019
	2020

	
	
	
	
	Target
	realisasi
	Capaian

	1
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Angka Harapan lama Sekolah
	13,66
	13,72
	13.74
	100,15

	
	
	Angka Rata-rata lama Sekolah
	8,49
	8,65
	9,2
	106,36


Pada tahun 2019 merupakan pijakan awal tahun penyusunan Rencana Strategis dalam rangka merumuskan indikator-indikator baru untuk mendukung visi misi Pemerintah Daerah. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Program Pemerintah Daerah yang sinergi dengan Tujuan dan sasaran rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat menambah Indek Pembangunan manusia di Kabupaten Karanganyar semakin tinggi, dan pada tahun 2020 merupakan tahun kedua melaksanakan pemerintahan dengan Kepala Daerah yang baru. 

Pada pencapaian indikator Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2020 mencapai 13,74, meningkat 0,8% dibanding tahun 2019 sebesar 13,66%. Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2020 mencapai 9,2% meningkat 0,71% dibanding pada tahun 2019 sebesar 8,49%.
Kebijakan pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk: 

a). Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja;
b). Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya; 
c). Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; 
(d) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Sasaran yang akan dicapai adalah:

a). meningkatnya kualitas pendidikan; 
b). meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan; 
c). meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas;.  

c.   MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH 
      YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS.
Tabel 3.25
	Sasaran
	Indikator
	Data Capaian pada Tahun 2019
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	Data Capaian pada Tahun 2020
 

	
	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
	
	
	

	
	(outcome) dan Kegiatan (output)
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	
	
	
	Target
	Target
	Target
	target
	Target
	

	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	1. Angka Harapan lama Sekolah
	13,66
	13,0
	13,1
	13,2
	13,3 
	13,4
	13.74

	
	2. Angka Rata-rata lama Sekolah
	8,49
	8,0
	8,15
	8,17
	8,20 
	8,8,25
	9,2


d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
	NO
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Capaian

2019
	2020
	Analisis Permasalahan

	
	
	
	
	
	Target
	realisasi
	Capaian
	

	1
	Meningkatkan Kualitas Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	Angka Harapan lama Sekolah
	13,66
	13,72
	13.74
	100,15
	Adanya pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP dapat meningkatkan minat dan harapan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Sehingga dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Hal ini perlu didukung sarana prasarana pendidikan yang memadahi, walaupun capaian sudah melebihi 100% dari realisasi yang diperoleh namun masih jauh dibawah Standar Pelayanan Min yang diharapkan.



	
	
	
	Angka Rata-rata lama Sekolah
	8,49
	8,65
	9,2
	106,36
	


Tabel 3.26
Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat
	INDIKATOR KINERJA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Usia Harapan Hidup
	77,31
	77,38
	77,57
	77,47
	99,87%
	78,82
	98,29%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	99,87%
	
	98,29%


Sumber
:
Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 3.1.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja tujuan 3.1.2
Capaian kinerja rata-rata tujuan 3.1.2 tahun 2020 adalah sebesar 99,87% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”
2. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Harapan Lama Sekolah tahun 2020 sebesar 99,87% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan baik. Keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang kesehatan ditandai dengan semakin meningkatkan usia harapan hidup. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kemampuan dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan sosial ekonomi, fasilitas kesehatan, kecukupan gizi, dan kesehatan lingkungan.
Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari Grafik 3.1 

Grafik 3.1
USIA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR


Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten Karanganyar naik dari tahun ke tahun dan melebihi target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 untuk target Usia Harapan Hidup adalah 77,57, sedangkan realisasinya adalah 77,47. Sehingga Usia Harapan Hidup pada tahun 2020 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini kemungkinan karena adanya pandemi covid 19. Karena pandemi covid 19 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. PHK karyawan serta pengurangan jam kerja karyawan yang berimbas pada penurunan daya beli masyarakat, yang kalau dibandingkan pengeluaran perkapita masyarakat pada tahun 2019 sebesar 11.569 menjadi 11.428 pada tahun 2020 (Data BPS). Dari segi kesehatan adanya pandemi covid 19 menyebabkan angka kematian juga meningkat.

Peningkatan Usia Harapan Hidup menjadi salah satu indikator meningkatnya indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang mencapai 75,86 pada Tahun 2020. Yang kalau dibandingkan IPM pada tahu 2019 sebesar 75,89. Sehingga bila dilihat dari data tersebut terjadi penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar.
4. Efisiensi penggunaan Anggaran
Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 3.1.
antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 3.1.
Tabel 3.27
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 3.1
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Anggaran
	 Realisasi
	capaian
	Efisien

	Misi 3 : Pendidikan  gratis SD/SMP dan kesehatan gratis
	 
	 

	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
	Meningkatnya kualitas pendidikan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	                         1.350.710.000,00 
	                         1.342.178.600,00 
	99,37
	0,63

	
	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	                    132.393.589.020,00 
	                    124.548.160.206,00 
	94,07
	5,93

	
	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	                            947.254.280,00 
	                            928.626.849,00 
	98,03
	1,97

	
	
	Program Pendidikan Non Formal
	                         3.261.708.000,00 
	                         3.245.757.000,00 
	99,51
	0,49

	
	
	Program Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan
	                       29.466.301.000,00 
	                       29.029.533.680,00 
	98,52
	1,48

	
	Jumlah
	                    167.419.562.300,00 
	                    159.094.256.335,00 
	95,03
	4,97

	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
	                         4.569.990.450,00 
	                         3.685.314.050,00 
	80,64
	19,36

	
	 
	Program Sumber Daya Kesehatan
	                       27.276.078.550,00 
	                       24.089.555.462,00 
	88,32
	11,68

	
	 
	Program Kesehatan Masyarakat
	                    131.278.076.000,00 
	                    125.393.781.310,00 
	95,52
	4,48

	
	 
	Program Pelayanan Kesehatan
	                    197.344.535.000,00 
	                    177.273.229.622,00 
	89,83
	10,17

	
	Jumlah
	                    360.468.680.000,00 
	                    330.441.880.444,00 
	91,67
	8,33


Sumber
:
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
4. Misi 4 
:
Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

TUJUAN 4.1 :


Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.28
Tujuan 4.1 : Terwujudnya Pemerataan Antar Desa
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 20120 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Indek Desa Membangun (IDM)
	0,6416
	0,6868
	0,643
	0,6919
	107,60%
	0,6463
	107,06%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	107,60%
	
	107,06%


Sumber
:
Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 4.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja tujuan 4.1
Capaian kinerja rata-rata tujuan 4.1 tahun 2020 adalah sebesar 107,60% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”
2. Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Indek Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar tahun 2020 (Capaian kinerja IKU akhir RPJMD) adalah sebesar 107,60% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam pencapaian IKU Indek Desa Membangun (IDM) didukung sasaran sebagai berikut.
Tabel 3.29
Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa 
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN
Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN
Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN
Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN
Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Indeks Ketahanan Sosial
	0,645
	0,789
	0,647
	0,802
	123,96%
	0,65
	123,38%

	Indek Ketahanan Ekonomi
	0,595
	0,631
	0,597
	0.642
	107,54%
	0,599
	107,18%

	Indeks Ketahanan Lingkungan
	0,685
	0,638
	0,686
	0,632
	100,80%
	0,69
	91,59%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	166,15%
	
	161,08%


Sumber
:
Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
1. Capaian kinerja sasaran 4.1.1
Capaian kinerja rata-rata sasaran 4.1.1 tahun 2020 adalah sebesar 166,15% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

2. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Ketahanan Sosial tahun 2020 sebesar 123,96% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b. Angka capaian kinerja IKU Indek Ketahanan Ekonomi tahun 2020 sebesar 107,54% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”. 
c. Angka capaian kinerja IKU Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2020 sebesar 100,80% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
a. Indeks Ketahanan Sosial

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan indeks Desa Membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri.
Perangkat indikator yang di kembangkan dalam indeks desa membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Pada tahun 2019 capaian sasaran Kabupaten Karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan sosial sebesar 0,789 dari target 0,646, dan pada tahun 2020 dengan target sebesar 0,647 terealisasi sebesar 0,802, sehingga capaian sasaran Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD  sebesar 123,38%.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi

Pada tahun 2019 capaian sasaran kabupaten karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,631 dari target 0,596, dan pada tahun 2020 dengan target sebesar 0,597  terealisasi sebesar 0,642 sehingga capaian sasaran Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD  sebesar 107,18%.
c. Indeks Ketahanan Lingkungan
Pada tahun 2019 capaian sasaran kabupaten karanganyar pada indikator sasaran indeks ketahanan lingkungan sebesar 0,638 dari target 0,686, dan pada tahun 2020 dengan target sebesar 0,686 terealisasi sebesar 0,632 sehingga capaian sasaran Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD  sebesar 91,59%
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun pada Lampiran menjelaskan bahwa klasifikasi status desa dihasilkan berdasarkan indeks desa membangun dengan status kemajuan dan kemandian desa sebagai berikut :
a. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun lebih besar dari 0,8155.

b. Desa Maju atau Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.

c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5958.

d. Desa Tertinggal atau Desa Pramadya adalh Desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4507.

e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907.

Berdasarkan indeks desa membangun dengan status kemajuan dan kemandirian desa maka desa yang ada di Kabupaten Karanganyar masuk dalam klasifikasi Desa Berkembang atau Desa Madya.
 AKR RPJMD
4. Efisiensi penggunaan Anggaran
Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 4.1.
antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 4.1.
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Anggaran
	 Realisasi
	Capaian
	Efisensi

	Misi 4 : Pembangunan Desa sebagai Pusat pertumbuhan
	 
	 

	Terwujudnya pemerataan antar desa
	meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	                  8.677.447.800,00 
	                      8.599.518.395,00 
	99,10
	0,90

	 
	 
	Program peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa
	                     758.293.200,00 
	                         710.988.880,00 
	93,76
	6,24

	 
	 
	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan
	                       93.525.000,00 
	                           92.605.062,00 
	99,02
	0,98

	Jumlah
	                  9.529.266.000,00 
	                      9.403.112.337,00 
	98,68
	1,32


Tabel 3.30
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 4.1.
Sumber
:
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
5. Misi 5 
:
Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

TUJUAN 5.1 :


Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.31
Tujuan 5.1 : Terwujudnya Masyarakat yang Relegius, Berbudaya, Berprestasi, dan Kesetaraan Gender
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 20120 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Nilai Kabupaten Peduli HAM
	79,41
	79
	79,41
	126,77
	159,64%
	120
	105,64%

	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	76
	88,3
	78
	89,39
	114,60%
	80
	111,74%

	Prestasi Pemuda dan Olah Raga
	10
	51
	9
	15
	166,67%
	50
	30%

	Angka Kemiskinan
	10,01
	5,97
	8,58-9,55
	10,28
	92,9%
	5,44-6,44
	62,65%

	IPG (Indeks Pembangunan Gender)
	96,70
	91,47
	97,2
	96,48
	99,26%
	97,35
	99,11%

	Indeks Reformasi Birokrasi
	Na
	68,09
	65
	74,24
	114,22%
	80
	92,8%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	125,41%
	
	84,5%


Sumber
:
Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosisl, Dinas Pemberdayaa Perempuan, Perlindunga Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bagian Organisasi Setda  Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dan Badan Pusat Statistik 2021
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 5.1 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja tujuan 5.1
Capaian kinerja rata-rata tujuan 5.1 tahun 2020 adalah sebesar 125,41% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”
2. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Nilai Kabupaten Peduli HAM Tahun 2020 sebesar 159,64% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020 sebesar 114,60% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
c. Angka capaian kinerja IKU Prestasi Pemuda dan Olah Raga Tahun 2020 sebesar 166,67% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
d. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan Tahun 2020 sebesar 92,9% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
e. Angka capaian kinerja IKU IPG (Indeks Pembangunan Gender) Tahun 2020 sebesar 99,26% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
f. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 sebesar 114,22% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam pencapaian IKU Nilai Kabupaten Peduli HAM didukung sasaran sebagai berikut
Tabel 3.32
Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya Kualitas Keagamaan Dalam Keberagamaan
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan
	175
	282
	135
	198
	53,33%
	120
	35,00%

	Persentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda 
	85
	86
	87
	82,3
	94,60%
	92
	89,46%

	Persentase Pengendalian Kasus Komflik SARA (tidak ada kasus)
	0
	0
	0
	0
	100%
	0
	100%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	82,64%
	
	74,82%


Sumber
: Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja sasaran 5.1.1 
Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.1 tahun 2020 adalah sebesar 82,64% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
2. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan tahun 2020 sebesar 53,33% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Rendah”.
b. Angka capaian kinerja IKU Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda tahun 2020 sebesar 94,60% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
c. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Konflik Keagamaan/SARA tahun 2020 sebesar 100% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
d. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 
Pencapaian rata-rata kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Keagamaan dalam Keberagaman” tahun 2020 sebesar 82,64% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
Secara umum kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Karanganyar sepanjang tahun 2020 cukup kondusif. Konflik internal dan eksternal terkait Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) hampir tidak ada. Masyarakat hidup berdampingan secara baik. Bibit-bibit permasalahan konflik keagamaan/SARA dapat diantisipasi dengan baik oleh Pemerintah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan difasilitasi Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karanganyar. Hal ini sejalan dengan nilai index kerukunan umat beragama tingkat nasional tahun 2019 sebesar 73,83% dengan kategori “Rukun Tinggi”.
Grafik 3.2

Jumlah Konflik Keagamaan/SARA di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014-2019
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Sumber
: 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam pencapaian IKU Indeks Pembangunan Kebudayaan didukung sasaran sebagai berikut :
Tabel 3.33
Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
	87,63
	88,80
	88,1
	89,80
	101,93%
	90
	99,78%

	Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif 
	13,00
	87,80
	13,30
	88,97
	668,95%
	13,75
	647,05%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	385,44%
	
	373,42%


Sumber
: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.2.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja sasaran 5.2.1 
Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.2.1 tahun 2020 adalah sebesar 385,44% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
2. Capaian kinerja IKU
a.   Angka capaian kinerja IKU Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan tahun 2020 adalah sebesar 668,95% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
a. Angka capaian kinerja IKU Persentase Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2020  adalah sebesar 101,93% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
a. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Selanjutnya, dalam sasaran Memajukan dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah, terdapat indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Upaya pelestarian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tujuan utamanya adalah memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas. Pada tahun 2020, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dapat sepenuhnya dilestarikan. Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan pada tahun 2020 mencapai 87,80% meningkat  0,80% dibandingkan dengan tahun 2019 baru mencapai 87.00%.
b. Persentase kelompok seni budaya yang aktif
Seni dan budaya merupakan elemen penting yang sangat diperlukan dalam kehidupan, karenanya perlu dilindungi dan dilestarikan, khususnya budaya jawa yang terancam hilang atau luntur. Melalui seni diharapkan mampu meningkatkan dinamika kehidupan, sedangkan melalui budaya diharapkan mampu memperkuat jati diri sehingga mampu menangkal pengaruh dari luar yang bersifat negatif.
Mengenai presentase kelompok seni dan budaya yang aktif pada tahun 2020 mencapai 88,97, mengalami peningkatan sebesar 0,17 dibanding pada tahun 2019 yang mencapai 88,80.

Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan berdasarkan pada data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama lima tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2016 sejumlah 279 kelompok, tahun 2017 sejumlah 485 kelompok, tahun 2018 sejumlah 756 kelompok, tahun 2019 sejumlah 779 kelompok dan tahun 2020 sejumlah 793 kelompok.
Peningkatan jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan dan melakukan pembinaan kebudayaan agar nilai dan karakteristik budaya khususnya budaya lokal tidak semakin memudar. Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulan berupa bantuan dana kepada sejumlah kelompok seni dan budaya untuk memicu kreativitas seni. Pemerintah juga banyak berkontribusi pada promosi event budaya dengan menggandeng para seniman untuk menyuguhkan kreasinya di perhelatan formal dimana event ini mulai dirintis dari ide kreatif serta memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki. Selain itu, proses regenerasi kesenian tradisional di kalangan warga harus secara kontinyu dilestarikan, mengingat bahwa perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional merupakan wahana dalam pengembangan pariwisata.
Grafik 3.3
Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Tahun 2016-2020
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KaranganyarTahun 2020
4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam pencapaian IKU Prestasi Pemuda dan Olah Raga didukung sasaran sebagai berikut

Tabel 3.34
Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Jumlah Prestasi Pemuda di Regional/Nasional/Internasional
	10
	4
	4
	0
	0%
	50
	0%

	Jumlah Prestasi Olah Raga di Regional/Nasional/Internasional 
	10
	47
	5
	15
	300%
	50
	30%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	150%
	
	15%


Sumber
: Dinas Pariwisata, Penuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.2.3 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja sasaran 5.2.3 
Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.2.3 tahun 2020 adalah sebesar 150% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Prestasi Pemuda di Regional/Nasional/Internasional tahun 2020  adalah sebesar 0% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Rendah”.
b. Angka capaian kinerja IKU Jumlah Prestasi Olah Raga di Regional/Nasional/Internasional tahun 2020  adalah sebesar 300% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
a. Jumlah prestasi pemuda di regional/nasional/internasional
Tahun 2020 semua daerah di seluruh Indonesia bahkan dunia sedang mengalami pandemi dengan adanya virus covid-19, hal ini menyebabkan adanya banyak perubahan kebijakan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 telah melakukan kebijakan perubahan target indikator Sasaran, yaitu pada indikator sasaran jumlah prestasi pemuda di regional/nasional/internasional, yang semula ditargetkan mendapatkan 20 medali berubah menjadi 4 medali. 
Pada Tahun 2020 Kabupaten Karanganyar tidak mengirimkan pemuda berprestasi tingkat Provinsi maupun Nasional karena tidak adanya kejuaraan/perlombaan yang dilaksanakan sehubungan adanya pandemi Covid-19, sehingga jumlah medali yang ditargetkan diperoleh pada tahun 2020 sejumlah 4 medali tidak tercapai atau capaian perolehan jumlah medali pada tahun 2020 adalah 0. Walaupun demikian Kabupaten Karanganyar tetap menyiapkan pemuda terbaik melalui pelatihan dan pembinaan guna persiapan seleksi baik tingkat Provinsi maupun Nasional. 
Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya kinerja program pada tahun 2020 adalah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Program ini merupakan program untuk membekali pemuda agar mampu mengembangkan diri melalui ketrampilan, keahlian dan wirausaha sehingga dapat menjadi pelopor pembangunan daerah. Program ini dicapai dengan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 
Dalam kegiatan ini terdapat beberapa aktivitas diantaranya:

a. Seleksi dan Pengiriman Paskibraka

b. Lomba TUB dan BB tingkat Kabupaten

c. Pengiriman Kejuaraan Pemuda Berprestasi Antar Daerah Tingkat Provinsi dan Nasional

d. Pendataan Potensi Kepemudaan Kabupaten Karanganyar

e. Fasilitasi Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kepemudaan
b. Jumlah Prestasi Olahraga di regional/nasional/internasional
Pada Tahun 2020 terdapat perubahan target dari jumlah prestasi olahraga. Dari target 20 medali mengalami perubahan menjadi 5 medali. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang membuat banyak kompetisi ditiadakan termasuk POPDA Provinsi dimana Kabupaten Karanganyar mempunyai peluang besar meraih medali lebih banyak. Sebanyak 15 medali yang diraih dari cabang Taekwondo Kejuaraan Poomsae Piala Menpora pun dilaksanakan secara virtual dengan rincian 4 medali emas, 2 medali perak, dan 9 medali perunggu.
Pada Tahun 2020 Kabupaten Karanganyar mengirimkan atlit berprestasi tingkat Provinsi maupun Nasional secara terbatas karena tidak adanya kejuaraan/perlombaan yang dilaksanakan secara langsung dampak pandemi Covid-19. Salah satu kejuaraan yang ditiadakan dan berpeluang besar mendapat medali adalah POPDA tingkat Provinsi yang tahun 2019 mendapatkan 47 medali, namun pada Tahun 2020 pelaksanaan POPDA tingkat Provinsi ini ditiadakan sehingga kesempatan untuk meraih lebih banyak medali gagal. 
Meskipun tidak ada kejuaraan yang ditandingkan secara langsung, Kabupaten Karanganyar masih mendapatkan 15 medali dari kejuaraan Poomsae Piala Menpora yang ditandingkan secara Virtual. Berikut rincian medali yang diperoleh pada Tabel 3.35.
Tabel 3. 35. Perolehan Medali berdasarkan Cabang Olahraga 
Tahun 2020
	NO
	Cabang Olahraga
	Jenis Medali
	Jumlah Total Perolehan Medali

	
	
	Emas
	Perak
	Perunggu
	

	1
	Taekwondo
	4
	2
	9
	15


Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal diantaranya:

a.Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

b. Adanya kerjasama antara lembaga terkait dengan pembinaan pemuda yang berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan pembinaan olahraga prestasi melalui pembinaan atlit prestasi daerah.

c. Adanya sinergitas dalam pembinaan pemuda dan atlit berprestasi.

6. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam pencapaian IKU Angka Kemiskinan didukung sasaran sebagai berikut
Tabel 3.36
Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Pengeluaran Perkapita
	11,32
	11,37
	12,46
	11,428
	91,72%
	15,45
	73,97%

	Persentase Penanganan PMKS 
	1,15
	1,23
	1,9
	1,56
	82,11%
	2,5
	62,4%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	86,92%
	
	68,19%


Sumber
: Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.4 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja sasaran 5.1.4 
Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.4 tahun 2020 adalah sebesar 86,92% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.4 terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 68,19% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sedang”.
c. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Pengeluaran Perkapita tahun 2020 adalah sebesar 91,72.% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b. Angka capaian kinerja IKU Persentase Penanganan PMKS tahun 2020  adalah sebesar 82,11% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”.
d. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Capaian kinerja indicator sasaran Persentase Penanganan PMKS untuk tahun 2020 diatas sebesar 82,10% atau kategori Sangat Baik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar   Tahun   2020   Sejumlah   75.966,   Jumlah   PMKS   yang ditangani Tahun 2020 sebanyak 119.059   orang   atau 156,72 % hal ini dikarenakan adanya anggaran refocusing untuk penanganan korban terdampak Covid-19. Target penanganan PMKS pada tahun 2020 terjadi perubahan dari 1,75 % menjadi 1,90 %






Capaian   kinerja   sasaran   Tahun   2020   apabila   dibandingkan dengan   target   jangka   menengah/target   akhir  Renstra   yang   telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah tercapai 1,56 %. Untuk indikator Prosentase Penurunan jumlah PMKS tercapai 82,10 %
Program pendukung sasaran antara lain :
1. Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Anggaran  pendukung  pencapain  sasaran  strategis  pada  tahun 2020 telah dialokasikan sebesar Rp.5.310.682.962,- terealisasi sebesar Rp.5.042.646.495,- (94,95%) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar  (5,05%) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, antara lain :

1. Data kemiskinan yang nantinya dijadikan acuan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih belum akurat.
2. Tingginya   PMKS  yang   membutuhkan   dukungan   maksimal   dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penanganannya.
3. Adanya pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan beberapa  kegiatan tidak dapat dilaksanakan
4. Peran PSKS dalam penanganan PMKS masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD Kabupaten Karanganyar.
5. Pembangunan  kesejahteraan  sosial  belum  menjadi  prioritas pembangunan yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.
Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala, antara lain :
1. Perlu adanya verifikasi dan validasi data di lapangan terkait dengan data kemiskinan.
2. Berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, Urusan  Sosial  merupakan  urusan  wajib  pemerintah  yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga alokasi anggaran harus berpihak pada upaya penurunan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.
3. Optimalisasi  peran  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  dan  kerjasama yang efektif melalui Program  Corporate Social Responbility  (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahan (TJSLP) dalam penanganan  PMKS.
7. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam pencapaian IKU IPG (Indeks Pembangunan Gender) didukung sasaran sebagai berikut
Tabel 3.37
Sasaran 5.1.5 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender, dan Perlindungan Anak
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	74,31
	80,51
	74,66
	74,76
	100,13%
	74,95
	99,75%

	Kabupaten Layak Anak 
	732,11
	745
	752
	NA
	NA
	780
	NA

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	100,13%
	
	99,75%


Sumber
: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.5 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Capaian kinerja sasaran 5.1.5 
Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.5 tahun 2020 adalah sebesar 100,13 atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b. Capaian kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020  adalah sebesar 100,13% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
b. Angka capaian kinerja IKU Kabupaten Layak Anak tahun 2020 adalah tidak ada nilai karena tidak dilakukan penilaian dari Kementerian.
c.  Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
a.  Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari Perspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG mengambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar mencatat pada tahun 2019 capaian Indek Pemberdayaan Gender sebesar 80,51 dan menargetkan pada tahun 2020 sebesar 74,66 terealisasi sebesar 74,76.
Capaian sasaran tahun 2020 sebesar 100,13 dengan capaian sasaran tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD sebesar 99,75. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan dalam dunia politik dan ekonomi sangat tinggi.

b. Kabupaten Layak Anak


Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Indonesia telah mengesahkan konfensi tentang hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak secara efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Indikator kabupaten layak anak meliputi : penguatan kelembagaan dan klaster hak anak meliputi 

· hak sipil dan kebebasan, 
· lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, 
· kesehatan dasar dan kesejahteraan, 
· pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,
·  perlindungan khusus.
Pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian terhadap indikator Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)  sebagai dampak adanya pandemi covid-19.
TUJUAN 5.2 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.38
Tujuan 5.2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2018
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN KINERJA

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Indeks Reformasi Birokrasi
	Na
	57,35
	65
	74,24
	114,22%
	80
	92,8%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	114,22%
	
	92,8%


Sumber
:
Bagian Organisasi Setda  Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 5.2 sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian kinerja tujuan 5.2
Capaian kinerja rata-rata tujuan 5.2 tahun 2020 adalah sebesar 114,22 atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”
2.   Capaian kinerja IKU
Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 sebesar 114,22 atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3.    Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dalam pencapaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi didukung sasaran sebagai berikut :
Tabel 3.39
Sasaran 5.2.1 : Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan Yang Berkualitas
	INDIKATOR SASARAN
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2018
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2019
	TAHUN 2020
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020
	TARGET AKHIR RPJMD (TAHUN 2023)
	CAPAIAN SASARAN

Th. 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	
	
	

	Indeks SPBE
	2,04
	2,99
	2,37
	3,02
	127,43%
	3
	100,67%

	Nilai SAKIP
	62,38
	65,02
	65
	65,02
	100,03%
	80
	81,28%

	Laporan Keuangan Pemeritah Daerah
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP

	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)/ASN
	76,67
	79,10
	80,67
	57,16
	70,86%
	86,67
	65,95%

	IKM Kabupaten
	Na
	82
	78,23
	81,561
	104,26%
	81,67
	99,87%

	Maturitas SPIP
	3
	3
	3
	3,02
	100,67%
	3
	100,67%

	Indeks Arsip
	67
	69
	79
	80
	101,27%
	85
	94,12%

	Rata-rata prosentase (%) capaian kinerja
	
	
	
	
	100,75%
	
	90,43%


Sumber
:
Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5.1.6 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capaian Kinerja Sasaran 5.1.6 
Capaian kinerja rata-rata sasaran 5.1.6 tahun 2020 adalah sebesar 100,75% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi.”
2. Capaian Kinerja IKU
a. Angka capaian kinerja IKU Indeks SPBE tahun 2020  adalah sebesar 100,67% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

b. Angka capaian kinerja IKU Nilai SAKIP tahun 2020  adalah sebesar 100,03% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Tinggi”. 
c. Angka capaian kinerja IKU Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020  adalah WTP atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
d. Angka capaian kinerja IKU Nilai Indeks Profesionalisme Pegawai(IPP)/ASN tahun 2020 adalah sebesar 70,86% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sedang”.
e. Angka capaian kinerja IKU Nilai IKM Kabupaten tahun 2020  adalah sebesar 104,26% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
f. Angka capaian kinerja IKU Nilai Maturitas SPIP tahun 2020 adalah sebesar 100,67% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
g. Angka capaian kinerja IKU Nilai Indeks Arsip tahun 2019 (Capaian kinerja IKU akhir RPJMD) adalah sebesar 81,18.% atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
a.   Indeks SPBE

Pemerintah menjamin terselenggaranya pelayanan publik dan wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik yaitu:  kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Demi kemudahan dan peran serta masyarakat, pemerintah melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraannya. Pada tahun 2020 masing-masing Perangkat Daerah sudah melakukan pelayanan secara online dan adanya penambahan jaringan fiber optic. Presentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik mencapai 55% atau mencapai 110% dari target. Dengan adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik diharapkan menjadi salah satu faktor penunjang pelayanan prima kepada masyarakat.
b.   Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presdiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Siste Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dievaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan evaluasi untuk menilai tingkat akintabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasl (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

 Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 memperoleh nilai  (57,52) atau berpredikat CC, Tahun 2018 naik memperoleh nilai (62,38) atau berpredikat menjadi BB dan Tahun 2019 memperoleh nilai 65.02 atau predikat B, oleh Kementerian PAN dan RB dan Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Karanganyar di Yogyakarta. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan effisiensi penggunaan anggaran di bandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan bidaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan hasil baik.

Rincian penilaian sebagai berikut :

	No
	Komponen yang dinilai
	Bobot
	Nilai

	
	
	
	Tahun

 2018
	Tahun 

2019

	1
	Perencanaan Kinerja
	30
	19.12
	19.80

	2
	Pengukuran Kinerja
	25
	15.80
	17.00

	3
	Pelaporan Kinerja
	15
	10.10
	10.23

	4
	Evaluasi Internal
	10
	6.29
	6.37

	5
	Capaian Kinerja
	20
	11.07
	11.62

	
	Nilai Hasil Evaluasi
	100
	62.38
	65.02

	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
	
	B
	B


Prestasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan good governance di atas tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik. Lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum melalui upaya penegakan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab.
c. Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020, setelah 6 (enam) tahun berturut-turut memperoleh opini yang sama pada Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Dengan diraihnya Opini WTP tersebut, berdampak positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kepercayaan pubilk atas kinerja Pemerintah Kabupaten karanganyar.
Tantangan terbesar dalam mempertahankan opini WTP berturut-turut adalah penataan laporan keuangan dan aset. BPK menaruh perhatian besar pada administrasi keuangan yang akuntabel dan pengelolaan asset dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain mendapatkan predikat WTP oleh BPK RI, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2017 mendapat predikat “Sangat Tinggi” atas nilai hasil EKPPD terhadap LPPD. Selain mendapat predikat “Sangat Tinggi”, Pemerintah Kabupaten Karanganyar meraih peringkat ke-2 secara nasional atas nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 dan peringkat ke-3 atas nilai hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2017 dan 2018 dengan nilai “Sangat Tinggi”.

Dalam penyusunan LPPD, Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat concern terhadap dua poin krusial atau critical point. Yakni pertama, reliabilitas data, dan kedua, validitas data. Keduanya menjadi pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dan benar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila data yang disajikan untuk dievaluasi dalam EKPPD tidak reliabel dan valid, maka hasil evaluasinya pun akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Karena EKPPD pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggara pemerinthaan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan dan sebagai dasar Pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah. Hasil pencapaian ini, dibuktikan Kabupaten Karanganyar dengan raihan penghargaan tertinggi tingkat nasional atas pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun berupa penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha pada tahun 2019.


[image: image3]
Gambar 3.1
Kabupaten Karanganyar Menerima Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha Tahun 2019
d. Indeks Profesionalisme Pegawai(IPP)/ASN

Indek Profesionalisme Pegawai (IPP) ASN pada tahun 2020 mengalami penurunan dianding tahun 2019, dan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,67 tercapai 57,16. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 data tentang peningkatan kapasitas SDM tidak maksimal antara lain tidak ada sertifikat mengikuti Diklat baik Pengiriman Diklat Aparatur maupun Diklat Teknis Fungsional.

e. Nilai IKM

Keberhasilan peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pemenuhan kebutuhan warganya atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif sangat ditentukan pada tingkat kepuasan pelayanan publik yang disediakan. Salah satu bentuk pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara kumulatif sebesar 81,561. Hal ini berarti IKM Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020 berada dalam Nilai Interval (NI) IKM 3,0644-3,532 atau Nilai Interval Konversi (NIK) IKM 76,61 – 88,30, dengan kategori mutu pelayanan B (Baik).
Selanjutnya ke depan survei diharapkan sudah dilakukan pula di unit terkecil Perangkat Daerah, seperti Kelurahan dan UPT Dinas. Sehingga, hasil survei lebih menyeluruh dan dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
f.    Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, tingkat kapailitas Inspektorat Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa dari enam elemen yang dinilai secara keseluruhan memperoleh nilai 3,02 (tiga koma nol dua). Inspektorat Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kegiatan pengawasannya secara profesional dengan sumber daya manusia yang kompeten.
g.   Nilai Indeks Arsip
Pengelolaan Arsip Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 memperoleh nilai 69, dan untuk pada tahun 2020 berhasil memperoleh nilai 80 melebihi target yang ditetapkan yaitu 79.
Keberhasilan pengelolaan arsip di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 ini adalah karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yaitu melakukan pembinaan sesuai dengan anggaran yang tersedia, pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk meningkatkan profesionalime kearsipan telah dilaksanakan pembinaan dan bintek fungsional.
4.   Efisiensi penggunaan Anggaran
Efisiensi penggunaan sumber anggaran dalam pencapaian tujuan 5.1. dan 5.2 antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar mendukung terhadap capaian target. Berikut ini adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran pencapaian tujuan 5.1. dan 5.2
Tabel 3.40
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pencapaian Tujuan 5.1. dan 5.2
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Anggaran
	 Realisasi
	Capaian
	Efisensi

	Misi 5 : Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan Olahraga
	 
	 

	Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender
	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	           9.214.866.000,00 
	           9.134.418.900,00 
	99,13
	0,87

	
	
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	              620.685.000,00 
	              614.536.250,00 
	99,01
	0,99

	
	
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	              115.800.000,00 
	              112.233.250,00 
	96,92
	3,08

	
	
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	              440.000.000,00 
	              439.248.100,00 
	99,83
	0,17

	
	
	Program Penguatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa
	              309.796.500,00 
	              266.073.000,00 
	85,89
	14,11

	
	
	Program Penguatan Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat
	              825.661.750,00 
	              791.331.700,00 
	95,84
	4,16

	
	
	Program Penguatan Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan
	              312.500.000,00 
	              252.889.550,00 
	80,92
	19,08

	
	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	           1.421.320.000,00 
	           1.007.919.250,00 
	70,91
	29,09

	
	
	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat
	           3.425.757.000,00 
	           2.568.486.350,00 
	74,98
	25,02

	
	jumlah
	        16.686.386.250,00 
	        15.187.136.350,00 
	91,02
	8,98

	
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	              528.405.000,00 
	              509.024.000,00 
	96,33
	3,67

	
	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya 
	           2.879.885.000,00 
	           2.870.350.000,00 
	99,67
	0,33

	
	jumlah
	          3.408.290.000,00 
	          3.379.374.000,00 
	99,15
	0,85

	
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Pemuda Olahraga
	215.000.000,00
	165.781.000,00
	77,11
	22,89

	
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
	              985.400.000,00 
	              897.349.250,00 
	91,06
	8,94

	
	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	              330.000.000,00 
	              328.392.700,00 
	99,51
	0,49

	
	jumlah
	          1.530.400.000,00 
	          1.391.522.950,00 
	90,93
	9,07

	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial
	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial
	           4.702.462.962,00 
	           4.594.836.497,00 
	97,71
	2,29

	
	
	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
	              608.220.000,00 
	              447.809.998,00 
	73,63
	26,37

	
	jumlah
	          5.310.682.962,00 
	          5.042.646.495,00 
	94,95
	5,05

	
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
	              329.040.900,00 
	              320.427.900,00 
	97,38
	2,62

	
	
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	                75.646.000,00 
	                72.493.500,00 
	95,83
	4,17

	
	
	Program Keluarga Sejahtera
	              197.819.500,00 
	              191.526.950,00 
	96,82
	3,18

	
	
	Program Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
	           5.974.797.000,00 
	           4.273.019.400,00 
	71,52
	28,48

	
	
	Program Pengendalian Penduduk
	              865.799.500,00 
	              852.505.300,00 
	98,46
	1,54

	
	jumlah
	          7.443.102.900,00 
	          5.709.973.050,00 
	76,71
	23,29

	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
	Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien serta pelayanan yang berkualitas
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	           3.149.424.700,00 
	           2.910.210.025,00 
	92,40
	7,60

	
	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	           6.072.272.000,00 
	           5.627.503.826,00 
	92,68
	7,32

	
	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	           1.987.326.000,00 
	           1.508.824.844,00 
	75,92
	24,08

	
	
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	              455.000.000,00 
	              429.488.237,00 
	94,39
	5,61

	
	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	        21.972.084.700,00 
	        20.239.205.013,00 
	92,11
	7,89

	
	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	           1.987.326.000,00 
	           1.508.824.844,00 
	75,92
	24,08

	
	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
	              109.261.000,00 
	              102.459.000,00 
	93,77
	6,23

	
	
	Program Pengembangan Budaya Baca
	              120.437.100,00 
	              119.777.115,00 
	99,45
	0,55

	
	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
	              140.592.000,00 
	              131.859.550,00 
	93,79
	6,21

	
	
	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan
	              309.439.100,00 
	              304.989.100,00 
	98,56
	1,44

	
	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum
	           1.841.485.000,00 
	           1.766.294.894,00 
	95,92
	4,08

	
	
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	              576.347.500,00 
	              570.419.810,00 
	98,97
	1,03

	
	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
	           3.252.742.000,00 
	           2.927.485.557,00 
	90,00
	10,00

	
	
	Program Penataan dan Penguatan Organisasi
	              850.078.400,00 
	              845.959.215,00 
	99,52
	0,48

	
	
	Program Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
	              496.000.000,00 
	              495.586.411,00 
	99,92
	0,08

	
	
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
	           2.804.672.100,00 
	           2.759.167.023,00 
	98,38
	1,62

	
	Jumlah
	        46.124.487.600,00 
	        42.248.054.464,00 
	91,60
	8,40


Sumber
:
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3.2. AKUNTABILITAS ANGGARAN

APBD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui KUA dan PPAS yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Karanganyar, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah. RKPD kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan : 
1. aspirasi masyarakat; 
2. kinerja pemerintah daerah sebelumnya;
3. perkembangan dan arah kebijakan ekonomi nasional;

4. potensi daerah.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 memperhatikan Rancangan Akhir RPJMD 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2020. Tahun 2020 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan tahun 2019 dengan fokus yaitu “Pembangnan SDM Berkarakter Unggul, Inovatif, Maju dan Tangguh, serta Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur”

Dalam rangka mewujudkan target kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun  2020 adalah :

1. Pemenuhan layanan pendidikan yang berkarakter, berkualitas, dan inklusif, melalui : (1) pemerataan sarana prasarana; (2) pemerataan kualitas SDM pendidikan; (3) pengembangan system kebujakan penyelenggaraan penddikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (4) jaminan sosial bantuan pendidikan.

2. Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan inklusif, melalui : (1) pemerataan sarana prasarana; (2) pemerataan rasio SDM kesehatan; (3) pengembangan system kebijakan penyelenggaraan kesehatan, dan (4) jaminan bantuan sosial kesehatan.

Dengan Arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Karanganyar tahun 2020 yaitu :

Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul, melalui :

a. penyelenggaraan
layanan pendidikan
dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas;

b. peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Pendidikan;

c. penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat;

d. penyediaan
layanan
kesehatan
secara
merata
dan berkualitas;

e. peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan;

f.   penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal health converage).
Pengembangan Inovasi dan Prestasi daerah, melalui :

a. pengembangan
kebijakan
yang
menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;

b. pengembangan
kebijakan
yang
menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olahraga berprestasi.
Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, melalui :

a. pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;

b. pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;

c. penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD
dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu :

1) infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik;

2) infrastruktur pendidikan;

3) infrastruktur kesehatan;

4) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, dan fasilitas keagamaan);

5) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik;

6) sarana prasarana
pendukung
kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana.

Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak, melalui :

a. penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender;

b. pengembangan kebijakan perlindungan perempuan;

c. pengembangan kebijakan kabupaten layak anak.

Struktur APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Khusus belanja daerah, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung (belanja aparatur) dan belanja langsung (belanja publik). Dasar hukum penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 21);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten KaranganyarTahun 2020 Nomor 3);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101).

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun  Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 82).

7. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KaranganyarNomor: 900/145  Tahun 2020 dan Nomor: 176.2/12 Tahun 2020 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran  2020;

8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor: 900/146 Tahun 2020 dan Nomor: 176.2/13 Tahun 2020 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran  2020.
2.2.1. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah
a. Kebijakan peningkatan Pendapatan

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui :

a. 
Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

b.
Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;

c.
Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;

d.
Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada  masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;

e.
Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;

f.
Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;

g.
Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda pajak dan retribusi;

h.
Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.

2. 
Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;

3.
Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;

4.
Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;

5.
Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Tabel berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun berturut-turut :

Tabel 3.41
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2020
	No
	URAIAN
	TAHUN 2020
	TAHUN 2019

	
	
	ANGGARAN
	REALISASI
	ANGGARAN
	REALISASI

	PENDAPATAN
	    2.382.990.626.000,00 
	      2.402.757.795.519,00 
	2.158.492.615.000,00
	2.179.409.706.710,00

	1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	          341.722.577.000,00 
	          384.682.551.684,00 
	352.420.926.000,00
	387.763.013.239,00

	 
	a.
	Pendapatan Pajak Daerah
	          154.189.995.000,00 
	          176.873.002.208,00 
	164.550.000.000,00
	185.331.600.515,00

	 
	b.
	Hasil Retribusi Daerah
	            11.266.768.000,00 
	            13.878.511.187,00 
	10.391.582.000,00
	10.952.823.841,00

	 
	c.
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	            15.232.136.000,00 
	            15.262.591.948,63 
	15.089.347.000,00
	15.278.078.431,00

	 
	d.
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	          161.033.678.000,00 
	          178.668.446.340,37 
	162.389.997.000,00
	176.200.510.452,00

	2
	DANA PERIMBANGAN
	      1.650.935.104.000,00 
	      1.632.940.401.703,00 
	1.396.173.329.000,00
	1.358.762.557.968,00

	 
	a.
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	                38.472.361.000,00 
	                39.870.047.368,00 
	37.608.313.000,00
	29.554.921.489,00

	 
	b.
	Dana Alokasi Umum
	              924.285.617.000,00 
	              917.524.339.000,00 
	1.013.422.549.000,00
	1.018.544.740.000,00

	 
	c.
	Dana Alokasi Khusus
	              297.844.181.000,00 
	              290.411.173.203,00 
	345.142.467.000,00
	310.662.896.479,00

	3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	          390.332.945.000,00 
	          385.134.842.132,00 
	409.898.360.000,00
	432.884.135.503,00

	 
	a.
	Pendapatan Hibah
	              102.995.923.000,00 
	              102.417.213.989,00 
	76.734.900.000,00
	85.256.160.000,00

	 
	b.
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	              132.533.194.000,00 
	              129.054.883.131,00 
	132.533.194.000,00
	148.991.486.503,00

	 
	c.
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	              249.381.751.000,00 
	              249.403.111.001,00 
	191.230.266.000,00
	191.230.266.000,00

	 
	d.
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	                  8.418.000.000,00 
	                  6.676.848.000,00 
	9.400.000.000,00
	7.406.223.000,00


Sumber
:
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Tabel 3.42
Kondisi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2020
	No
	URAIAN
	Tahun 2020
	Tahun 2019
	Kenaikan penurunan
	%

	
	
	REALISASI
	REALISASI
	
	

	PENDAPATAN
	      2.402.757.795.519,00 
	2.179.409.706.710,00
	            223.348.088.809,00 
	      10,25 

	1
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	         384.682.551.684,00 
	387.763.013.239,00
	               (3.080.461.555,00)
	      (0,79)

	 
	a.
	Pendapatan Pajak Daerah
	         176.873.002.208,00 
	185.331.600.515,00
	               (8.458.598.307,00)
	      (4,56)

	 
	b.
	Hasil Retribusi Daerah
	           13.878.511.187,00 
	10.952.823.841,00
	                 2.925.687.346,00 
	      26,71 

	 
	c.
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	           15.262.591.948,63 
	15.278.078.431,00
	                     (15.486.482,37)
	      (0,10)

	 
	d.
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	         178.668.446.340,37 
	176.200.510.452,00
	                 2.467.935.888,37 
	        1,40 

	2
	DANA PERIMBANGAN
	      1.632.940.401.703,00 
	1.358.762.557.968,00
	            274.177.843.735,00 
	      20,18 

	 
	a.
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	                39.870.047.368,00 
	29.554.921.489,00
	              10.315.125.879,00 
	      34,90 

	 
	b.
	Dana Alokasi Umum
	              917.524.339.000,00 
	1.018.544.740.000,00
	          (101.020.401.000,00)
	      (9,92)

	 
	c.
	Dana Alokasi Khusus
	              290.411.173.203,00 
	310.662.896.479,00
	             (20.251.723.276,00)
	      (6,52)

	3
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	         385.134.842.132,00 
	432.884.135.503,00
	             (47.749.293.371,00)
	    (11,03)

	 
	a.
	Pendapatan Hibah
	              102.417.213.989,00 
	85.256.160.000,00
	              17.161.053.989,00 
	      20,13 

	 
	b.
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	              129.054.883.131,00 
	148.991.486.503,00
	             (19.936.603.372,00)
	    (13,38)

	 
	c.
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	              249.403.111.001,00 
	191.230.266.000,00
	              58.172.845.001,00 
	      30,42 

	 
	d.
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	                  6.676.848.000,00 
	7.406.223.000,00
	                  (729.375.000,00)
	      (9,85)


Berdasarkan tabel 3.35 dan 3.36 realisasi pendapatan daerah tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp223.348.088.809,00 atau 10,25% dibandingkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2019. Peningkatan realisasi pendapatan daerah yang paling signifikan terdapat pada kelompok pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp274.177.843.735,00 atau 20,18%.
Grafik 3.17

Pertumbuhan PAD Kabupaten Karanganyar 2018-2020

(Target dan Realisasi PAD)
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Grafik 3.18

Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Karanganyar 2018-2020
(Target dan Realisasi Dana Perimbangan)
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Grafik 3.19

Pertumbuhan Pendapatan Lain-lain Daerah Kabupaten Karanganyar 2018-2020
(Target dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Daerah)
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1. Permasalahan Bidang Pendapatan

Keuangan daerah mulai Kwartal ke II tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ditujukan dari Pemerintah Pusat dan atau Provinsi yang juga mengalami penurunan. Dampak pandemi Covid-19 adanya relokasi dan refocusing kegiatan perangkat daerah, kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai ke minus di tingkat nasional, ternyata berdampak pada pendapatan daerah baik yang berasal dari PAD maupun dana transfer dari pusat maupun Provinsi. Perubahan ini harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta berdasarkan pada peraturan perundang
Permasalahan Umum dalam Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal  Pendapatan Asli Daerah adalah :

a. Miskinnya Sumber Daya Alam.

b. Adanya beberapa aset / obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten Karanganyar;

c. Kesadaran para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah masih belum sesuai harapan kita;

d. Situasi dan kondisi negara yang berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri yang selanjutnya akan berdampak terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar  pajak dan retribusi;

e. Penentuan besarnya Alokasi Dana Perimbangan menjadi kewenangan Pemerintah Atasan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

2. Pemecahan Masalah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Guna mencapai target pendapatan daerah yang optimal, perlu ditempuh strategi yang tepat agar Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat.Adapun strategi yang perlu ditempuh diantaranya yaitu : 

a. Melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah supaya tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan  atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan.

d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui pernyertaan modal atau investasi.

e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan jalan : 

a. Mengadakan rapat koordinasi pendapatan daerah secara berkala, agar dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicari jalan keluarnya;

b. Mengadakan pemantauan terhadap perkembangan masing-masing sumber pendapatan secara berkesinambungan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang kontribusinya cukup besar dan masih dapat untuk ditingkatkan;

c. Mengadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah di bidang Pendapatan  untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

d. Menyusun Peraturan Daerah yang baru disesuaikan dengan potensi dan kewenangan daerah;

e. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan untuk menghindari adanya kebocoran penerimaan pendapatan daerah;

f. Menggiatkan penyuluhan-penyuluhan untuk menjadikan masyarakat lebih mengetahui kewajibannya sejalan dengan kebutuhan dana bagi Pemerintah;

g. Mendorong Penguatan Modal Usaha, Penyehatan dan Peningkatan Kinerja BUMD;

h. Pemanfaatan peluang melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.  
a. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.  Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 secara nyata telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dengan kemampuan keuangan yang tersedia maka Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Prestasi Kerja untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik;
2. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
3. Penganggaran untuk gaji dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemberian gaji ketiga belas maupun Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji. Di samping itu dianggarkan biaya penyelenggaraan  jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;
4. Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;
7. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN;
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud;
9. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar dan sejenis lainnya dilakukan secara selektif dengan memperhatian aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
10. Penganggaran belanja modal  untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di samping itu belanja modal dianggarkan sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan;
11. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan trasparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Khusus penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Pengelolaan belanja daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai validasi rencana belanja daerah yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya;
13. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
14. Penyusunan belanja daerah yang diproyeksikan kepada masing-masing SKPD maupun SKPKD didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat memepengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;
15. Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu terbatasnya Anggaran Pendapatan dan membengkaknya jumlah anggaran yang harus dibiayai.Jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar walaupun dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, namun dibandingkan dengan jumlah kebutuhan belanjanya tidak sesuai, apalagi dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang harus ditampung.
Mengingat terbatasnya sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidaklah mungkin seluruh bidang/fungsi diberi porsi anggaran dan perhatian yang sama. Oleh karena itu perlu adanya skala prioritas.

Berdasarkan permasalahan, situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar, maka pada tahun 2020 ini prioritas pembangunan dengan urutan sebagai berikut : 

1. Mengoptimalisasi pelayanan infrastruktur menyeluruh mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik

2. Menciptakan iklim investasi kondusif yang mendorong produktivitas usaha

3. Mengoptimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM

4. Penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah dan sosial

5. Peningkatan nilai-nilai budaya lokal, kekeluargaan dan kebersamaan

6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Adapun target dan realisasi dari belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Karanganyar dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43
Realisasi Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2020
	No
	URAIAN
	TAHUN 2020
	TAHUN 2019

	
	
	ANGGARAN
	REALISASI
	ANGGARAN
	REALISASI

	BELANJA
	      2.239.350.557.000,00 
	      2.086.195.257.042,00 
	2.459.978.046.000,00
	2.262.135.688.098,00

	1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	      1.428.270.119.000,00 
	      1.357.867.368.361,00 
	1.452.598.671.000,00
	1.382.925.709.565,00

	 
	a.
	Belanja Pegawai
	          967.284.282.000,00 
	          911.416.601.646,00 
	1.010.114.484.000,00
	947.080.009.638,00

	 
	b.
	Belanja Hibah
	            69.102.700.000,00 
	            66.804.080.000,00 
	66.594.000.000,00
	63.649.583.378,00

	 
	c.
	Belanja Bantuan Sosial
	            13.852.000.000,00 
	            12.204.550.000,00 
	13.895.000.000,00
	13.455.000.000,00

	 
	d.
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	            16.702.722.000,00 
	            16.702.671.600,00 
	17.923.459.000,00
	17.923.459.000,00

	 
	e.
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	          324.913.244.000,00 
	          324.810.144.428,00 
	341.571.728.000,00
	340.202.486.981,00

	 
	f.
	Belanja Tidak Terduga
	            36.415.171.000,00 
	            25.929.320.687,00 
	2.500.000.000,00
	615.170.568,00

	2
	BELANJA LANGSUNG
	          811.080.438.000,00 
	          728.327.888.681,00 
	1.007.379.375.000,00
	879.209.978.533,00

	 
	a.
	Belanja Pegawai
	              9.111.660.000,00 
	              8.028.979.578,00 
	7.157.393.000,00
	6.438.315.300,00

	 
	b.
	Belanja Barang dan Jasa
	          618.096.745.239,00 
	          573.085.136.623,00 
	627.311.135.987,00
	585.767.169.357,00

	 
	 
	- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial
	618.096.745.239,00
	          573.085.136.623,00
	          627.311.135.987,00
	585.886.888.357,00

	 
	c.
	Belanja Modal
	          183.872.032.761,00 
	          147.213.772.480,00 
	372.910.846.013,00
	286.884.774.876,00


Sumber
: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Tabel 3.44
Perkembangan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2020

	No
	URAIAN
	TAHUN 2020
	TAHUN 2019
	Kenaikan/penurunan 
	%

	
	
	REALISASI
	REALISASI
	
	

	BELANJA
	         2.086.195.257.042,00 
	2.262.135.688.098,00
	        (175.940.431.056,00)
	         (7,78)

	1
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	         1.357.867.368.361,00 
	1.382.925.709.565,00
	           (25.058.341.204,00)
	         (1,81)

	 
	a.
	Belanja Pegawai
	            911.416.601.646,00 
	947.080.009.638,00
	           (35.663.407.992,00)
	         (3,77)

	 
	b.
	Belanja Hibah
	              66.804.080.000,00 
	63.649.583.378,00
	               3.154.496.622,00 
	           4,96 

	 
	c.
	Belanja Bantuan Sosial
	              12.204.550.000,00 
	13.455.000.000,00
	             (1.250.450.000,00)
	         (9,29)

	 
	d.
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	              16.702.671.600,00 
	17.923.459.000,00
	             (1.220.787.400,00)
	         (6,81)

	 
	e.
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	            324.810.144.428,00 
	340.202.486.981,00
	           (15.392.342.553,00)
	         (4,52)

	 
	f.
	Belanja Tidak Terduga
	              25.929.320.687,00 
	615.170.568,00
	            25.314.150.119,00 
	   4.114,98 

	2
	BELANJA LANGSUNG
	            728.327.888.681,00 
	879.209.978.533,00
	        (150.882.089.852,00)
	       (17,16)

	 
	a.
	Belanja Pegawai
	                 8.028.979.578,00 
	6.438.315.300,00
	               1.590.664.278,00 
	         24,71 

	 
	b.
	Belanja Barang dan Jasa
	            573.085.136.623,00 
	585.767.169.357,00
	           (12.682.032.734,00)
	         (2,17)

	 
	 
	- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial
	            573.085.136.623,00 
	585.886.888.357,00
	           (12.801.751.734,00)
	         (2,19)

	 
	c.
	Belanja Modal
	            147.213.772.480,00 
	286.884.774.876,00
	        (139.671.002.396,00)
	       (48,69)


Sumber
: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan direncanakan sejumlah Rp2.243.900.557.000,00 dari Anggaran sebelum Perubahan sejumlah Rp2.287.236.745.000,00 mengalami pengurangan sejumlah Rp43.336.188.000,00 atau turun sebesar 1,89 % dengan formulasi :  Belanja Tidak Langsung yang semula direncanakan sejumlah Rp1.451.728.591.000,00   berkurang   sejumlah    Rp18.908.472.000,00 atau turun  sebesar 1,30 % sehingga menjadi sejumlah Rp1.432.820.119.000,00 dan untuk Belanja Langsung yang semula direncanakan sejumlah Rp835.508.154.000,00 berkurang sejumlah Rp24.427.716.000,00 atau turun sebesar 2,92 % sehingga menjadi sejumlah  Rp811.080.438.000,00.

Grafik 3.19

       Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018-2020
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Grafik 3.20

Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018-2020
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Kebijakan umum belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

2.2.2. Pembiayaan Daerah
a. Kebijakan Umum Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan  selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.
Arah kebijakan umum pembiayaan yaitu adanya peningkatan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah diharapkan terjadi surplus, jika setiap tahun terjadi surplus anggaran diharapkan penyertaan modal daerah setiap tahunnya selalu meningkat dan sisa lebih tahun anggaran dipergunakan untuk memperkuat posisi Kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Arah dan Kebijakan Umum pembiayaan daerah diharapkan untuk bisa surplus, apabila terjadi surplus anggaran maka diharapkan penyertaan modal daerah dapat ditingkatkan disamping itu posisi kas daerah akan terjamin atau  likuid.
Dalam penganggarannya Pembiayaan daerah dianggarkan dalam dua bagian yaitu  :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun padatahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : sisa lebih perhitungananggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : pembentukan dana cadangan;penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang;dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai imbangan atas diterimanya utang serta, perlu disesuaikan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaanpembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan yang semakin besar menunjukkan defisit APBD yang semakin besar pula. 
Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar selama 2 (dua) tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:
Tabel 3.45
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2020
	No 
	URAIAN
	TAHUN 2020
	TAHUN 2019

	
	
	ANGGARAN
	REALISASI
	ANGGARAN
	REALISASI

	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	197.446.953.000,00
	197.770.353.259,00
	311.485.431.000,00
	290.053.215.647,00

	1.
	Penggunaan SiLPA
	197.446.953.000,00
	197.608.653.259,00
	221.485.431.000,00
	221.485.431.047,00

	2.
	Penerimaan Kembali Piutang
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	110.625.000,00

	3.
	penerimaan Pinjaman daerah
	0,00 
	161.700.000,00
	90.000.000.000,00
	68.457.159.600,00

	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	49.200.000.000,00
	49.200.000.000,00
	10.000.000.000,00
	10.000.000.000,00

	1.
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
	29.200.000.000,00
	29.200.000.000,00
	10.000.000.000,00
	10.000.000.000,00

	 
	Penyertaan Modal pada BUMD
	29.200.000.000,00
	29.200.000.000,00
	10.000.000.000,00
	10.000.000.000,00

	2
	Pembayaran Pokok Piutang
	20.000.000.000,00
	20.000.000.000,00
	 
	 

	Pembiayaan Netto
	148.246.953.000,00
	148.570.353.259,00
	301.485.431.000,00
	280.053.215.647,00

	Sisa Lebih AnggaranTahun Berkenaan
	0,00
	177.761.838.373,00
	0,00
	197.446.953.259,00


Sumber
: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Tabel 3.46
Kondisi pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2020

	No 
	URAIAN
	TAHUN 2020
	TAHUN 2019
	Kenaikan/Penurunan
	%

	
	
	REALISASI
	REALISASI
	
	

	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	197.770.353.259,00
	290.053.215.647,00
	(92.282.862.388)
	(31,82)

	1.
	Penggunaan SiLPA
	197.608.653.259,00
	221.485.431.047,00
	(23.876.777.788)
	(10,78)

	2.
	Penerimaan Kembali Piutang
	0,00 
	110.625.000,00
	(110.625.000)
	(100,00)

	3.
	penerimaan Pinjaman daerah
	161.700.000,00
	68.457.159.600,00
	(68.295.459.600)
	(99,76)

	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	49.200.000.000,00
	10.000.000.000,00
	39.200.000.000 
	392,00 

	1.
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
	29.200.000.000,00
	10.000.000.000,00
	19.200.000.000 
	192,00 

	 
	Penyertaan Modal pada BUMD
	29.200.000.000,00
	10.000.000.000,00
	19.200.000.000 
	192,00 

	2
	Pembayaran Pokok Piutang
	20.000.000.000,00
	0,00
	20.000.000.000 
	-

	Pembiayaan Netto
	148.570.353.259,00
	280.053.215.647,00
	(131.482.862.388)
	(46,95)

	Sisa Lebih AnggaranTahun Berkenaan
	177.761.838.373,00
	197.446.953.259,00
	(19.685.114.886)
	(9,97)


Sumber
: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Grafik 3.21
Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2018-2020
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Grafik 3.22

Kondisi Penerimaan Pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar TA. 2020
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Sumber
: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Grafik 3.23

Kondisi Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Karanganyar TA. 2020
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Sumber
: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Tabel 3.47
Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 untuk Melaksanakan Sasaran Strategis
	Tujuan
	Sasaran
	Program
	Anggaran
	 Realisasi
	Capaian
	Efisiensi

	Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

	Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan
	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	       1.546.463.500,00 
	       1.535.386.111,00 
	99,28
	0,72

	
	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	          182.844.700,00 
	          180.760.910,00 
	98,86
	1,14

	
	
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
	          557.600.000,00 
	          556.359.484,00 
	99,78
	0,22

	
	
	Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas
	          305.765.000,00 
	          294.727.252,00 
	96,39
	3,61

	
	
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan
	          750.287.300,00 
	          746.597.834,00 
	99,51
	0,49

	
	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
	     24.968.500.000,00 
	     22.118.284.036,00 
	88,58
	11,42

	
	Jumlah
	  28.311.460.500,00 
	  25.432.115.627,00 
	89,83
	10,17

	
	Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	       2.397.505.000,00 
	       2.227.188.556,00 
	92,90
	7,10

	
	Jumlah
	    2.397.505.000,00 
	    2.227.188.556,00 
	92,90
	7,10

	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

 

 

 

 
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	       1.459.272.000,00 
	       1.438.351.250,00 
	98,57
	1,43

	
	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	          116.787.650,00 
	            78.703.350,00 
	67,39
	32,61

	
	
	Program peningkatan pengendalian polusi
	          309.784.250,00 
	          295.415.900,00 
	95,36
	4,64

	
	
	Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan
	          122.510.000,00 
	          122.374.900,00 
	99,89
	0,11

	
	
	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun
	       4.058.781.850,00 
	       4.025.925.610,00 
	99,19
	0,81

	
	Jumlah
	6.067.135.750,00
	5.960.771.010,00
	98,25
	1,75

	Misi 2: Pemberdayaan Perekonomian rakyat

	Meningkatnya produktifitas ekonomi dan daya saing daerah
	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan perikanan
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	          109.584.000,00 
	          103.519.000,00 
	94,47 
	5,53 

	
	
	Program peningkatan produksi hasil peternakan
	          915.086.000,00 
	          861.983.700,00 
	94,20 
	5,80 

	
	
	Program Pengembangan Usaha Perikanan
	          867.005.000,00 
	          759.365.800,00 
	87,58 
	12,42 

	
	
	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian
	       1.643.676.500,00 
	       1.501.453.600,00 
	91,35 
	8,65 

	
	
	Program peningkatan Sarana Prasarana Pertanian
	       5.305.685.500,00 
	       4.707.622.300,00 
	88,73 
	11,27 

	
	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan SDM Pertanian/ Perkebunan
	          807.670.000,00 
	          790.529.765,00 
	97,88 
	2,12 

	
	Jumlah
	    9.648.707.000,00 
	    8.724.474.165,00 
	90,42 
	9,58 

	
	meningkatnya produktifitas sektor perdagangan
	Program Pengembangan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
	       6.584.911.650,00 
	       6.493.727.936,00 
	98,62 
	1,38 

	
	
	Program Koordinasi Perekonomian Daerah
	       1.066.982.000,00 
	          878.000.494,00 
	82,29 
	17,71 

	
	Jumlah
	    7.651.893.650,00 
	       878.000.494,00 
	11,47 
	88,53 

	
	Meningkatnya produktifitas sektor industri pengolahan
	Program pengembangan industri kecil dan menengah 
	          532.280.000,00 
	          523.468.000,00 
	98,34 
	1,66 

	
	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	          137.700.000,00 
	          137.155.000,00 
	99,60 
	0,40 

	
	Jumlah
	       669.980.000,00 
	       660.623.000,00 
	98,60 
	1,40 

	
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	            87.000.000,00 
	            85.633.550,00 
	98,43 
	1,57 

	
	
	Pogram Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	       2.234.000.000,00 
	       2.196.409.200,00 
	98,32 
	1,68 

	
	Jumlah
	    2.321.000.000,00 
	    2.282.042.750,00 
	98,32 
	1,68 

	
	meningkatnya nilai investasi daerah
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 
	          535.780.000,00 
	          534.607.900,00 
	99,78 
	0,22 

	
	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	          171.400.000,00 
	          164.684.411,00 
	96,08 
	3,92 

	
	Jumlah
	       707.180.000,00 
	       699.292.311,00 
	98,88 
	1,12 

	Misi 3 : Pendidikan  gratis SD/SMP dan kesehatan gratis

 

 

	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
	Meningkatnya kualitas pendidikan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	       1.350.710.000,00 
	       1.342.178.600,00 
	99,37
	0,63

	
	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	   132.393.589.020,00 
	   124.548.160.206,00 
	94,07
	5,93

	
	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	          947.254.280,00 
	          928.626.849,00 
	98,03
	1,97

	
	
	Program Pendidikan Non Formal
	       3.261.708.000,00 
	       3.245.757.000,00 
	99,51
	0,49

	
	
	Program Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan
	     29.466.301.000,00 
	     29.029.533.680,00 
	98,52
	1,48

	
	Jumlah
	167.419.562.300,00 
	159.094.256.335,00 
	95,03
	4,97

	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

 

 

 
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
	       4.569.990.450,00 
	       3.685.314.050,00 
	80,64
	19,36

	
	
	Program Sumber Daya Kesehatan
	     27.276.078.550,00 
	     24.089.555.462,00 
	88,32
	11,68

	
	
	Program Kesehatan Masyarakat
	   131.278.076.000,00 
	   125.393.781.310,00 
	95,52
	4,48

	
	
	Program Pelayanan Kesehatan
	   197.344.535.000,00 
	   177.273.229.622,00 
	89,83
	10,17

	
	Jumlah
	360.468.680.000,00 
	330.441.880.444,00 
	91,67
	8,33

	Misi 4 : Pembangunan Desa sebagai Pusat pertumbuhan

 

 

	Terwujudnya pemerataan antar desa
	meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	       8.677.447.800,00 
	       8.599.518.395,00 
	99,10
	0,90

	
	
	Program peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa
	          758.293.200,00 
	          710.988.880,00 
	93,76
	6,24

	
	
	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan
	            93.525.000,00 
	            92.605.062,00 
	99,02
	0,98

	jumlah
	    9.529.266.000,00 
	    9.403.112.337,00 
	98,68
	1,32

	Misi 5 : Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan Olahraga

 

 

	Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender
	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	       9.214.866.000,00 
	       9.134.418.900,00 
	99,13
	0,87

	
	
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	          620.685.000,00 
	          614.536.250,00 
	99,01
	0,99

	
	
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	          115.800.000,00 
	          112.233.250,00 
	96,92
	3,08

	
	
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	          440.000.000,00 
	          439.248.100,00 
	99,83
	0,17

	
	
	Program Penguatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa
	          309.796.500,00 
	          266.073.000,00 
	85,89
	14,11

	
	
	Program Penguatan Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat
	          825.661.750,00 
	          791.331.700,00 
	95,84
	4,16

	
	
	Program Penguatan Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan
	          312.500.000,00 
	          252.889.550,00 
	80,92
	19,08

	
	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	       1.421.320.000,00 
	       1.007.919.250,00 
	70,91
	29,09

	
	
	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat
	       3.425.757.000,00 
	       2.568.486.350,00 
	74,98
	25,02

	
	jumlah
	    16.686.386.250,00 
	    15.187.136.350,00 
	91,02
	8,98

	
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	          528.405.000,00 
	          509.024.000,00 
	96,33
	3,67

	
	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya 
	       2.879.885.000,00 
	       2.870.350.000,00 
	99,67
	0,33

	
	Jumlah
	    3.408.290.000,00 
	    3.379.374.000,00 
	99,15
	0,85

	
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
	Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Pemuda Olahraga
	215.000.000,00 
	165.781.000,00 
	77,11
	22,89

	
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
	          985.400.000,00 
	          897.349.250,00 
	91,06
	8,94

	
	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	          330.000.000,00 
	          328.392.700,00 
	99,51
	0,49

	
	Jumlah
	    1.530.400.000,00 
	    1.391.522.950,00 
	90,93
	9,07

	
	Meningkatnya kesejahteraan sosial
	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial
	       4.702.462.962,00 
	       4.594.836.497,00 
	97,71
	2,29

	
	
	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
	          608.220.000,00 
	          447.809.998,00 
	73,63
	26,37

	
	Jumlah
	    5.310.682.962,00 
	    5.042.646.495,00 
	94,95
	5,05

	
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
	          329.040.900,00 
	          320.427.900,00 
	97,38
	2,62

	
	
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	            75.646.000,00 
	            72.493.500,00 
	95,83
	4,17

	
	
	Program Keluarga Sejahtera
	          197.819.500,00 
	          191.526.950,00 
	96,82
	3,18

	
	
	Program Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
	       5.974.797.000,00 
	       4.273.019.400,00 
	71,52
	28,48

	
	
	Program Pengendalian Penduduk
	          865.799.500,00 
	          852.505.300,00 
	98,46
	1,54

	
	Jumlah
	    7.443.102.900,00 
	    5.709.973.050,00 
	76,71
	23,29

	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
	Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien serta pelayanan yang berkualitas
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	       3.149.424.700,00 
	       2.910.210.025,00 
	92,40
	7,60

	
	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	       6.072.272.000,00 
	       5.627.503.826,00 
	92,68
	7,32

	
	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	       1.987.326.000,00 
	       1.508.824.844,00 
	75,92
	24,08

	
	
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	          455.000.000,00 
	          429.488.237,00 
	94,39
	5,61

	
	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	     21.972.084.700,00 
	     20.239.205.013,00 
	92,11
	7,89

	
	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	       1.987.326.000,00 
	       1.508.824.844,00 
	75,92
	24,08

	
	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
	          109.261.000,00 
	          102.459.000,00 
	93,77
	6,23

	
	
	Program Pengembangan Budaya Baca
	          120.437.100,00 
	          119.777.115,00 
	99,45
	0,55

	
	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
	          140.592.000,00 
	          131.859.550,00 
	93,79
	6,21

	
	
	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan
	          309.439.100,00 
	          304.989.100,00 
	98,56
	1,44

	
	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum
	       1.841.485.000,00 
	       1.766.294.894,00 
	95,92
	4,08

	
	
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	          576.347.500,00 
	          570.419.810,00 
	98,97
	1,03

	
	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
	       3.252.742.000,00 
	       2.927.485.557,00 
	90,00
	10,00

	
	
	Program Penataan dan Penguatan Organisasi
	          850.078.400,00 
	          845.959.215,00 
	99,52
	0,48

	
	
	Program Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
	          496.000.000,00 
	          495.586.411,00 
	99,92
	0,08

	
	
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
	       2.804.672.100,00 
	       2.759.167.023,00 
	98,38
	1,62

	
	Jumlah
	  46.124.487.600,00 
	  42.248.054.464,00 
	91,60
	8,40


Sumber
: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
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Mewujudkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan








Rasio Konektivitas Kabupaten


= (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)











IK 1 (Angkutan Jalan) =  Jumlah Trayek yang dilayani x Bobot Trayek


                                     Jumlah Kebutuhan Trayek








IK 2 = (Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas)


Jumlah Kebutuhan Lintas Penyeberangan











IK 1 (Angkutan Jalan)	=	Jumlah Trayek Yang Dilayani x Bobot Trayek


			Jumlah Kebutuhan Trayek


		=	14 trayek x 1


			21 trayek


		=	0,67








Rasio Konektivitas Kabupaten


= (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)					


=	(0,67 x 100) + (0 x 0)	


=	67





Meningkatnya Produktifitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah





Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi





Terwujudnya Pemerataan Antar Desa





Terwujudnya Masyarakat yang Relegius, Berbudaya, Berprestasi, dan Kesetaraan Gender








Rumus Perhitungan sebagai berikut :


PMKS yang ditangani Tahun 2020


     PMKS Th. 2020


119.059


 75.966


119.059


 75.966








X 100 %





= 1,56





X 100    = 156,7
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Sheet1

		

				352,420,926,000		Anggaran 2018

				387,763,013,239		Realisasi 2018

				327,100,643,000		Anggaran 2019

				343,156,469,167		Realisasi 2019

				341,722,577,000		Anggaran 2020

				384,682,551,684		Realisasi 2020

				Pend. Pjk Daerah		Hasil Retribusi Daer		Hsl. Pengel. Kky Dae yg sah		Lain2 Pend. Asli Dae yg sah

		ANG 2018		151,029,000,000		19,585,541,000		14,133,626,000		142,352,476,000

		REA 2018		167,176,622,018		20,521,606,738		14,026,583,487		141,431,656,924

		Ang 2019		164,550,000,000		10,391,582,000		15,089,347,000		162,389,997,000

		Rea 2019		185,331,600,515		10,952,823,841		15,278,078,431		176,200,510,452

		Ang 2020		154,189,995,000		11,266,768,000		15,232,136,000		161,033,678,000

		Rea 2020		176,873,002,208		13,878,511,187		15,262,591,948.63		178,668,446,340.37

				Bagi Hasil Pajak		Dana Alokasi Umum		Dana Alokasi Khusus

		Ang 2018		44,530,493,000		978,664,650,000		332,278,319,000

		Rea 2018		38,881,727,988		978,664,650,000		308,185,919,715

		Ang 2019		37,608,313,000		1,013,422,549,000		345,142,467,000

		Rea 2019		29,554,921,489		1,018,544,740,000		310,662,896,479

		Ang 2020		38,472,361,000		924,285,617,000		297,844,181,000

		Rea 2020		39,870,047,368		917,524,339,000		290,411,173,203

				Pendapatan Hibah		Bagi hasil pajak prov		Dana penyesuaian dan ot.khusu		Bantuan keua. Dri prov

		Ang 2018		76,734,900,000		130,533,194,000		207,089,437,000		10,947,190,000

		Rea 2018		85,848,040,000		142,435,400,653		207,089,437,000		9,667,587,140

		Ang 2019		76,734,900,000		132,533,194,000		191,230,266,000		9,400,000,000

		Rea 2019		85,256,160,000		148,991,486,503		191,230,266,000		7,406,223,000

		Ang 2020		102,995,923,000		132,533,194,000		249,381,751,000		8,418,000,000

		Rea 2020		102,417,213,989		129,054,883,131		249,403,111,001		6,676,848,000

				Belanja Pegawai		Belanja Hibah		Bel. Bantuan Sosial		Bel. Bgi hsil kpd Prov		Bel.Bant.Keuangan		BTT

		Ang 2018		991,088,189,000		95,504,356,000		4,825,000,000		17,419,192,000		317,240,698,000		2,500,000,000

		Rea 2018		880,448,147,126		86,881,513,994		4,748,800,000		17,419,192,000		303,448,658,272		583,892,500

		Ang 2019		1,010,114,484,000		66,594,000,000		13,895,000,000		17,923,459,000		341,571,728,000		2,500,000,000

		Rea 2019		947,080,009,638		63,649,583,378		13,455,000,000		17,923,459,000		340,202,486,981		616,170,568

		Ang 2020		967,284,282,000		69,102,700,000		13,852,000,000		16,702,722,000		324,913,244,000		36,415,171,000

		Rea 2020		911,416,601,646		66,804,080,000		12,204,550,000		16,702,671,600		324,810,144,428		25,929,320,687

				Belanja Pegawai		Bel.Barang dan Jasa		Belanja Modal

		Ang 2018		32,171,292,100		515,283,534,979		303,809,619,921

		Rea 2018		30,139,977,748		478,943,344,014		261,888,308,061

		Ang 2019		7,157,393,000		627,311,135,987		372,910,846,013

		Rea 2019		6,438,315,300		585,886,888,357		286,884,774,876

		Ang 2020		9,111,660,000		618,096,745,239		183,872,032,761

		Rea 2020		8,028,979,578		573,085,136,623		147,213,772,480
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								No		URAIAN				TAHUN 2020				TAHUN 2019

														ANGGARAN		REALISASI		ANGGARAN		REALISASI

								PENDAPATAN						2,382,990,626,000.00		2,402,757,795,519.00		2,158,492,615,000.00		2,179,409,706,710.00

								1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				341,722,577,000.00		384,682,551,684.00		352,420,926,000.00		387,763,013,239.00

										a.		Pendapatan Pajak Daerah		154,189,995,000.00		176,873,002,208.00		164,550,000,000.00		185,331,600,515.00

										b.		Hasil Retribusi Daerah		11,266,768,000.00		13,878,511,187.00		10,391,582,000.00		10,952,823,841.00

										c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,232,136,000.00		15,262,591,948.63		15,089,347,000.00		15,278,078,431.00

										d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		161,033,678,000.00		178,668,446,340.37		162,389,997,000.00		176,200,510,452.00

								2		DANA PERIMBANGAN				1,650,935,104,000.00		1,632,940,401,703.00		1,396,173,329,000.00		1,358,762,557,968.00

										a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		38,472,361,000.00		39,870,047,368.00		37,608,313,000.00		29,554,921,489.00

										b.		Dana Alokasi Umum		924,285,617,000.00		917,524,339,000.00		1,013,422,549,000.00		1,018,544,740,000.00

										c.		Dana Alokasi Khusus		297,844,181,000.00		290,411,173,203.00		345,142,467,000.00		310,662,896,479.00

								3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				390,332,945,000.00		385,134,842,132.00		409,898,360,000.00		432,884,135,503.00

										a.		Pendapatan Hibah		102,995,923,000.00		102,417,213,989.00		76,734,900,000.00		85,256,160,000.00

										b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		132,533,194,000.00		129,054,883,131.00		132,533,194,000.00		148,991,486,503.00

										c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,381,751,000.00		249,403,111,001.00		191,230,266,000.00		191,230,266,000.00

										d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		8,418,000,000.00		6,676,848,000.00		9,400,000,000.00		7,406,223,000.00





		

						No		URAIAN				Tahun 2020		Tahun 2019		Kenaikan penurunan		%

												REALISASI		REALISASI

						PENDAPATAN						2,402,757,795,519.00		2,179,409,706,710.00		223,348,088,809.00		10.25

						1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				384,682,551,684.00		387,763,013,239.00		(3,080,461,555.00)		(0.79)

								a.		Pendapatan Pajak Daerah		176,873,002,208.00		185,331,600,515.00		(8,458,598,307.00)		(4.56)

								b.		Hasil Retribusi Daerah		13,878,511,187.00		10,952,823,841.00		2,925,687,346.00		26.71

								c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,262,591,948.63		15,278,078,431.00		(15,486,482.37)		(0.10)

								d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		178,668,446,340.37		176,200,510,452.00		2,467,935,888.37		1.40

						2		DANA PERIMBANGAN				1,632,940,401,703.00		1,358,762,557,968.00		274,177,843,735.00		20.18

								a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		39,870,047,368.00		29,554,921,489.00		10,315,125,879.00		34.90

								b.		Dana Alokasi Umum		917,524,339,000.00		1,018,544,740,000.00		(101,020,401,000.00)		(9.92)

								c.		Dana Alokasi Khusus		290,411,173,203.00		310,662,896,479.00		(20,251,723,276.00)		(6.52)

						3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				385,134,842,132.00		432,884,135,503.00		(47,749,293,371.00)		(11.03)

								a.		Pendapatan Hibah		102,417,213,989.00		85,256,160,000.00		17,161,053,989.00		20.13

								b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		129,054,883,131.00		148,991,486,503.00		(19,936,603,372.00)		(13.38)

								c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,403,111,001.00		191,230,266,000.00		58,172,845,001.00		30.42

								d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		6,676,848,000.00		7,406,223,000.00		(729,375,000.00)		(9.85)
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Sheet1

		

				352,420,926,000		Anggaran 2018

				387,763,013,239		Realisasi 2018

				327,100,643,000		Anggaran 2019

				343,156,469,167		Realisasi 2019

				341,722,577,000		Anggaran 2020

				384,682,551,684		Realisasi 2020

				Pend. Pjk Daerah		Hasil Retribusi Daer		Hsl. Pengel. Kky Dae yg sah		Lain2 Pend. Asli Dae yg sah

		ANG 2018		151,029,000,000		19,585,541,000		14,133,626,000		142,352,476,000

		REA 2018		167,176,622,018		20,521,606,738		14,026,583,487		141,431,656,924

		Ang 2019		164,550,000,000		10,391,582,000		15,089,347,000		162,389,997,000

		Rea 2019		185,331,600,515		10,952,823,841		15,278,078,431		176,200,510,452

		Ang 2020		154,189,995,000		11,266,768,000		15,232,136,000		161,033,678,000

		Rea 2020		176,873,002,208		13,878,511,187		15,262,591,948.63		178,668,446,340.37

				Bagi Hasil Pajak		Dana Alokasi Umum		Dana Alokasi Khusus

		Ang 2018		44,530,493,000		978,664,650,000		332,278,319,000

		Rea 2018		38,881,727,988		978,664,650,000		308,185,919,715

		Ang 2019		37,608,313,000		1,013,422,549,000		345,142,467,000

		Rea 2019		29,554,921,489		1,018,544,740,000		310,662,896,479

		Ang 2020		38,472,361,000		924,285,617,000		297,844,181,000

		Rea 2020		39,870,047,368		917,524,339,000		290,411,173,203

				Pendapatan Hibah		Bagi hasil pajak prov		Dana penyesuaian dan ot.khusu		Bantuan keua. Dri prov

		Ang 2018		76,734,900,000		130,533,194,000		207,089,437,000		10,947,190,000

		Rea 2018		85,848,040,000		142,435,400,653		207,089,437,000		9,667,587,140

		Ang 2019		76,734,900,000		132,533,194,000		191,230,266,000		9,400,000,000

		Rea 2019		85,256,160,000		148,991,486,503		191,230,266,000		7,406,223,000

		Ang 2020		102,995,923,000		132,533,194,000		249,381,751,000		8,418,000,000

		Rea 2020		102,417,213,989		129,054,883,131		249,403,111,001		6,676,848,000

				Belanja Pegawai		Belanja Hibah		Bel. Bantuan Sosial		Bel. Bgi hsil kpd Prov		Bel.Bant.Keuangan		BTT

		Ang 2018		991,088,189,000		95,504,356,000		4,825,000,000		17,419,192,000		317,240,698,000		2,500,000,000

		Rea 2018		880,448,147,126		86,881,513,994		4,748,800,000		17,419,192,000		303,448,658,272		583,892,500

		Ang 2019		1,010,114,484,000		66,594,000,000		13,895,000,000		17,923,459,000		341,571,728,000		2,500,000,000

		Rea 2019		947,080,009,638		63,649,583,378		13,455,000,000		17,923,459,000		340,202,486,981		616,170,568

		Ang 2020		967,284,282,000		69,102,700,000		13,852,000,000		16,702,722,000		324,913,244,000		36,415,171,000

		Rea 2020		911,416,601,646		66,804,080,000		12,204,550,000		16,702,671,600		324,810,144,428		25,929,320,687

				Belanja Pegawai		Bel.Barang dan Jasa		Belanja Modal

		Ang 2018		32,171,292,100		515,283,534,979		303,809,619,921

		Rea 2018		30,139,977,748		478,943,344,014		261,888,308,061

		Ang 2019		7,157,393,000		627,311,135,987		372,910,846,013

		Rea 2019		6,438,315,300		585,886,888,357		286,884,774,876

		Ang 2020		9,111,660,000		618,096,745,239		183,872,032,761

		Rea 2020		8,028,979,578		573,085,136,623		147,213,772,480
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								No		URAIAN				TAHUN 2020				TAHUN 2019

														ANGGARAN		REALISASI		ANGGARAN		REALISASI

								PENDAPATAN						2,382,990,626,000.00		2,402,757,795,519.00		2,158,492,615,000.00		2,179,409,706,710.00

								1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				341,722,577,000.00		384,682,551,684.00		352,420,926,000.00		387,763,013,239.00

										a.		Pendapatan Pajak Daerah		154,189,995,000.00		176,873,002,208.00		164,550,000,000.00		185,331,600,515.00

										b.		Hasil Retribusi Daerah		11,266,768,000.00		13,878,511,187.00		10,391,582,000.00		10,952,823,841.00

										c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,232,136,000.00		15,262,591,948.63		15,089,347,000.00		15,278,078,431.00

										d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		161,033,678,000.00		178,668,446,340.37		162,389,997,000.00		176,200,510,452.00

								2		DANA PERIMBANGAN				1,650,935,104,000.00		1,632,940,401,703.00		1,396,173,329,000.00		1,358,762,557,968.00

										a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		38,472,361,000.00		39,870,047,368.00		37,608,313,000.00		29,554,921,489.00

										b.		Dana Alokasi Umum		924,285,617,000.00		917,524,339,000.00		1,013,422,549,000.00		1,018,544,740,000.00

										c.		Dana Alokasi Khusus		297,844,181,000.00		290,411,173,203.00		345,142,467,000.00		310,662,896,479.00

								3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				390,332,945,000.00		385,134,842,132.00		409,898,360,000.00		432,884,135,503.00

										a.		Pendapatan Hibah		102,995,923,000.00		102,417,213,989.00		76,734,900,000.00		85,256,160,000.00

										b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		132,533,194,000.00		129,054,883,131.00		132,533,194,000.00		148,991,486,503.00

										c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,381,751,000.00		249,403,111,001.00		191,230,266,000.00		191,230,266,000.00

										d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		8,418,000,000.00		6,676,848,000.00		9,400,000,000.00		7,406,223,000.00





		

						No		URAIAN				Tahun 2020		Tahun 2019		Kenaikan penurunan		%

												REALISASI		REALISASI

						PENDAPATAN						2,402,757,795,519.00		2,179,409,706,710.00		223,348,088,809.00		10.25

						1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				384,682,551,684.00		387,763,013,239.00		(3,080,461,555.00)		(0.79)

								a.		Pendapatan Pajak Daerah		176,873,002,208.00		185,331,600,515.00		(8,458,598,307.00)		(4.56)

								b.		Hasil Retribusi Daerah		13,878,511,187.00		10,952,823,841.00		2,925,687,346.00		26.71

								c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,262,591,948.63		15,278,078,431.00		(15,486,482.37)		(0.10)

								d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		178,668,446,340.37		176,200,510,452.00		2,467,935,888.37		1.40

						2		DANA PERIMBANGAN				1,632,940,401,703.00		1,358,762,557,968.00		274,177,843,735.00		20.18

								a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		39,870,047,368.00		29,554,921,489.00		10,315,125,879.00		34.90

								b.		Dana Alokasi Umum		917,524,339,000.00		1,018,544,740,000.00		(101,020,401,000.00)		(9.92)

								c.		Dana Alokasi Khusus		290,411,173,203.00		310,662,896,479.00		(20,251,723,276.00)		(6.52)

						3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				385,134,842,132.00		432,884,135,503.00		(47,749,293,371.00)		(11.03)

								a.		Pendapatan Hibah		102,417,213,989.00		85,256,160,000.00		17,161,053,989.00		20.13

								b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		129,054,883,131.00		148,991,486,503.00		(19,936,603,372.00)		(13.38)

								c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,403,111,001.00		191,230,266,000.00		58,172,845,001.00		30.42

								d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		6,676,848,000.00		7,406,223,000.00		(729,375,000.00)		(9.85)
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				352,420,926,000		Anggaran 2018

				387,763,013,239		Realisasi 2018

				327,100,643,000		Anggaran 2019

				343,156,469,167		Realisasi 2019

				341,722,577,000		Anggaran 2020

				384,682,551,684		Realisasi 2020

				Pend. Pjk Daerah		Hasil Retribusi Daer		Hsl. Pengel. Kky Dae yg sah		Lain2 Pend. Asli Dae yg sah

		ANG 2018		151,029,000,000		19,585,541,000		14,133,626,000		142,352,476,000

		REA 2018		167,176,622,018		20,521,606,738		14,026,583,487		141,431,656,924

		Ang 2019		164,550,000,000		10,391,582,000		15,089,347,000		162,389,997,000

		Rea 2019		185,331,600,515		10,952,823,841		15,278,078,431		176,200,510,452

		Ang 2020		154,189,995,000		11,266,768,000		15,232,136,000		161,033,678,000

		Rea 2020		176,873,002,208		13,878,511,187		15,262,591,948.63		178,668,446,340.37

				Bagi Hasil Pajak		Dana Alokasi Umum		Dana Alokasi Khusus

		Ang 2018		44,530,493,000		978,664,650,000		332,278,319,000

		Rea 2018		38,881,727,988		978,664,650,000		308,185,919,715

		Ang 2019		37,608,313,000		1,013,422,549,000		345,142,467,000

		Rea 2019		29,554,921,489		1,018,544,740,000		310,662,896,479

		Ang 2020		38,472,361,000		924,285,617,000		297,844,181,000

		Rea 2020		39,870,047,368		917,524,339,000		290,411,173,203

				Pendapatan Hibah		Bagi hasil pajak prov		Dana penyesuaian dan ot.khusu		Bantuan keua. Dri prov

		Ang 2018		76,734,900,000		130,533,194,000		207,089,437,000		10,947,190,000

		Rea 2018		85,848,040,000		142,435,400,653		207,089,437,000		9,667,587,140

		Ang 2019		76,734,900,000		132,533,194,000		191,230,266,000		9,400,000,000

		Rea 2019		85,256,160,000		148,991,486,503		191,230,266,000		7,406,223,000

		Ang 2020		102,995,923,000		132,533,194,000		249,381,751,000		8,418,000,000

		Rea 2020		102,417,213,989		129,054,883,131		249,403,111,001		6,676,848,000

				Belanja Pegawai		Belanja Hibah		Bel. Bantuan Sosial		Bel. Bgi hsil kpd Prov		Bel.Bant.Keuangan		BTT

		Ang 2018		991,088,189,000		95,504,356,000		4,825,000,000		17,419,192,000		317,240,698,000		2,500,000,000

		Rea 2018		880,448,147,126		86,881,513,994		4,748,800,000		17,419,192,000		303,448,658,272		583,892,500

		Ang 2019		1,010,114,484,000		66,594,000,000		13,895,000,000		17,923,459,000		341,571,728,000		2,500,000,000

		Rea 2019		947,080,009,638		63,649,583,378		13,455,000,000		17,923,459,000		340,202,486,981		616,170,568

		Ang 2020		967,284,282,000		69,102,700,000		13,852,000,000		16,702,722,000		324,913,244,000		36,415,171,000

		Rea 2020		911,416,601,646		66,804,080,000		12,204,550,000		16,702,671,600		324,810,144,428		25,929,320,687

				Belanja Pegawai		Bel.Barang dan Jasa		Belanja Modal

		Ang 2018		32,171,292,100		515,283,534,979		303,809,619,921

		Rea 2018		30,139,977,748		478,943,344,014		261,888,308,061

		Ang 2019		7,157,393,000		627,311,135,987		372,910,846,013

		Rea 2019		6,438,315,300		585,886,888,357		286,884,774,876

		Ang 2020		9,111,660,000		618,096,745,239		183,872,032,761

		Rea 2020		8,028,979,578		573,085,136,623		147,213,772,480
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								No		URAIAN				TAHUN 2020				TAHUN 2019

														ANGGARAN		REALISASI		ANGGARAN		REALISASI

								PENDAPATAN						2,382,990,626,000.00		2,402,757,795,519.00		2,158,492,615,000.00		2,179,409,706,710.00

								1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				341,722,577,000.00		384,682,551,684.00		352,420,926,000.00		387,763,013,239.00

										a.		Pendapatan Pajak Daerah		154,189,995,000.00		176,873,002,208.00		164,550,000,000.00		185,331,600,515.00

										b.		Hasil Retribusi Daerah		11,266,768,000.00		13,878,511,187.00		10,391,582,000.00		10,952,823,841.00

										c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,232,136,000.00		15,262,591,948.63		15,089,347,000.00		15,278,078,431.00

										d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		161,033,678,000.00		178,668,446,340.37		162,389,997,000.00		176,200,510,452.00

								2		DANA PERIMBANGAN				1,650,935,104,000.00		1,632,940,401,703.00		1,396,173,329,000.00		1,358,762,557,968.00

										a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		38,472,361,000.00		39,870,047,368.00		37,608,313,000.00		29,554,921,489.00

										b.		Dana Alokasi Umum		924,285,617,000.00		917,524,339,000.00		1,013,422,549,000.00		1,018,544,740,000.00

										c.		Dana Alokasi Khusus		297,844,181,000.00		290,411,173,203.00		345,142,467,000.00		310,662,896,479.00

								3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				390,332,945,000.00		385,134,842,132.00		409,898,360,000.00		432,884,135,503.00

										a.		Pendapatan Hibah		102,995,923,000.00		102,417,213,989.00		76,734,900,000.00		85,256,160,000.00

										b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		132,533,194,000.00		129,054,883,131.00		132,533,194,000.00		148,991,486,503.00

										c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,381,751,000.00		249,403,111,001.00		191,230,266,000.00		191,230,266,000.00

										d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		8,418,000,000.00		6,676,848,000.00		9,400,000,000.00		7,406,223,000.00

								No		URAIAN						TAHUN 2020				TAHUN 2019

																ANGGARAN		REALISASI		ANGGARAN		REALISASI

								BELANJA								2,239,350,557,000.00		2,086,195,257,042.00		2,459,978,046,000.00		2,262,135,688,098.00

								1		BELANJA TIDAK LANGSUNG						1,428,270,119,000.00		1,357,867,368,361.00		1,452,598,671,000.00		1,382,925,709,565.00

										a.		Belanja Pegawai				967,284,282,000.00		911,416,601,646.00		1,010,114,484,000.00		947,080,009,638.00

										b.		Belanja Hibah				69,102,700,000.00		66,804,080,000.00		66,594,000,000.00		63,649,583,378.00

										c.		Belanja Bantuan Sosial				13,852,000,000.00		12,204,550,000.00		13,895,000,000.00		13,455,000,000.00

										d.		Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				16,702,722,000.00		16,702,671,600.00		17,923,459,000.00		17,923,459,000.00

										e.		Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				324,913,244,000.00		324,810,144,428.00		341,571,728,000.00		340,202,486,981.00

										f.		Belanja Tidak Terduga				36,415,171,000.00		25,929,320,687.00		2,500,000,000.00		615,170,568.00

								2		BELANJA LANGSUNG						811,080,438,000.00		728,327,888,681.00		1,007,379,375,000.00		879,209,978,533.00

										a.		Belanja Pegawai				9,111,660,000.00		8,028,979,578.00		7,157,393,000.00		6,438,315,300.00

										b.		Belanja Barang dan Jasa				618,096,745,239.00		573,085,136,623.00		627,311,135,987.00		585,767,169,357.00

												-		Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial		618,096,745,239.00		573,085,136,623.00		627,311,135,987.00		585,886,888,357.00

										c.		Belanja Modal				183,872,032,761.00		147,213,772,480.00		372,910,846,013.00		286,884,774,876.00





		

						No		URAIAN				Tahun 2020		Kenaikan penurunan

												REALISASI

						PENDAPATAN						2,402,757,795,519.00		- 0

						1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				384,682,551,684.00		- 0

								a.		Pendapatan Pajak Daerah		176,873,002,208.00		- 0

								b.		Hasil Retribusi Daerah		13,878,511,187.00		- 0

								c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,262,591,948.63		- 0

								d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		178,668,446,340.37		- 0

						2		DANA PERIMBANGAN				1,632,940,401,703.00		- 0

								a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		39,870,047,368.00		- 0

								b.		Dana Alokasi Umum		917,524,339,000.00		- 0

								c.		Dana Alokasi Khusus		290,411,173,203.00		- 0

						3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				385,134,842,132.00		- 0

								a.		Pendapatan Hibah		102,417,213,989.00		- 0

								b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		129,054,883,131.00		- 0

								c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,403,111,001.00		- 0

								d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		6,676,848,000.00		- 0

						No		URAIAN						TAHUN 2020		TAHUN 2019		Kenaikan/penurunan		%

														REALISASI		REALISASI

						BELANJA								2,086,195,257,042.00		2,262,135,688,098.00		(175,940,431,056.00)		(7.78)

						1		BELANJA TIDAK LANGSUNG						1,357,867,368,361.00		1,382,925,709,565.00		(25,058,341,204.00)		(1.81)

								a.		Belanja Pegawai				911,416,601,646.00		947,080,009,638.00		(35,663,407,992.00)		(3.77)

								b.		Belanja Hibah				66,804,080,000.00		63,649,583,378.00		3,154,496,622.00		4.96

								c.		Belanja Bantuan Sosial				12,204,550,000.00		13,455,000,000.00		(1,250,450,000.00)		(9.29)

								d.		Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				16,702,671,600.00		17,923,459,000.00		(1,220,787,400.00)		(6.81)

								e.		Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				324,810,144,428.00		340,202,486,981.00		(15,392,342,553.00)		(4.52)

								f.		Belanja Tidak Terduga				25,929,320,687.00		615,170,568.00		25,314,150,119.00		4,114.98

						2		BELANJA LANGSUNG						728,327,888,681.00		879,209,978,533.00		(150,882,089,852.00)		(17.16)

								a.		Belanja Pegawai				8,028,979,578.00		6,438,315,300.00		1,590,664,278.00		24.71

								b.		Belanja Barang dan Jasa				573,085,136,623.00		585,767,169,357.00		(12,682,032,734.00)		(2.17)

										- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial				573,085,136,623.00		585,886,888,357.00		(12,801,751,734.00)		(2.19)

								c.		Belanja Modal				147,213,772,480.00		286,884,774,876.00		(139,671,002,396.00)		(48.69)
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				352,420,926,000		Anggaran 2018

				387,763,013,239		Realisasi 2018

				327,100,643,000		Anggaran 2019

				343,156,469,167		Realisasi 2019

				341,722,577,000		Anggaran 2020

				384,682,551,684		Realisasi 2020

				Pend. Pjk Daerah		Hasil Retribusi Daer		Hsl. Pengel. Kky Dae yg sah		Lain2 Pend. Asli Dae yg sah

		ANG 2018		151,029,000,000		19,585,541,000		14,133,626,000		142,352,476,000

		REA 2018		167,176,622,018		20,521,606,738		14,026,583,487		141,431,656,924

		Ang 2019		164,550,000,000		10,391,582,000		15,089,347,000		162,389,997,000

		Rea 2019		185,331,600,515		10,952,823,841		15,278,078,431		176,200,510,452

		Ang 2020		154,189,995,000		11,266,768,000		15,232,136,000		161,033,678,000

		Rea 2020		176,873,002,208		13,878,511,187		15,262,591,948.63		178,668,446,340.37

				Bagi Hasil Pajak		Dana Alokasi Umum		Dana Alokasi Khusus

		Ang 2018		44,530,493,000		978,664,650,000		332,278,319,000

		Rea 2018		38,881,727,988		978,664,650,000		308,185,919,715

		Ang 2019		37,608,313,000		1,013,422,549,000		345,142,467,000

		Rea 2019		29,554,921,489		1,018,544,740,000		310,662,896,479

		Ang 2020		38,472,361,000		924,285,617,000		297,844,181,000

		Rea 2020		39,870,047,368		917,524,339,000		290,411,173,203

				Pendapatan Hibah		Bagi hasil pajak prov		Dana penyesuaian dan ot.khusu		Bantuan keua. Dri prov

		Ang 2018		76,734,900,000		130,533,194,000		207,089,437,000		10,947,190,000

		Rea 2018		85,848,040,000		142,435,400,653		207,089,437,000		9,667,587,140

		Ang 2019		76,734,900,000		132,533,194,000		191,230,266,000		9,400,000,000

		Rea 2019		85,256,160,000		148,991,486,503		191,230,266,000		7,406,223,000

		Ang 2020		102,995,923,000		132,533,194,000		249,381,751,000		8,418,000,000

		Rea 2020		102,417,213,989		129,054,883,131		249,403,111,001		6,676,848,000

				Belanja Pegawai		Belanja Hibah		Bel. Bantuan Sosial		Bel. Bgi hsil kpd Prov		Bel.Bant.Keuangan		BTT

		Ang 2018		991,088,189,000		95,504,356,000		4,825,000,000		17,419,192,000		317,240,698,000		2,500,000,000

		Rea 2018		880,448,147,126		86,881,513,994		4,748,800,000		17,419,192,000		303,448,658,272		583,892,500

		Ang 2019		1,010,114,484,000		66,594,000,000		13,895,000,000		17,923,459,000		341,571,728,000		2,500,000,000

		Rea 2019		947,080,009,638		63,649,583,378		13,455,000,000		17,923,459,000		340,202,486,981		616,170,568

		Ang 2020		967,284,282,000		69,102,700,000		13,852,000,000		16,702,722,000		324,913,244,000		36,415,171,000

		Rea 2020		911,416,601,646		66,804,080,000		12,204,550,000		16,702,671,600		324,810,144,428		25,929,320,687

				Belanja Pegawai		Bel.Barang dan Jasa		Belanja Modal

		Ang 2018		32,171,292,100		515,283,534,979		303,809,619,921

		Rea 2018		30,139,977,748		478,943,344,014		261,888,308,061

		Ang 2019		7,157,393,000		627,311,135,987		372,910,846,013

		Rea 2019		6,438,315,300		585,886,888,357		286,884,774,876

		Ang 2020		9,111,660,000		618,096,745,239		183,872,032,761

		Rea 2020		8,028,979,578		573,085,136,623		147,213,772,480
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								No		URAIAN				TAHUN 2020				TAHUN 2019

														ANGGARAN		REALISASI		ANGGARAN		REALISASI

								PENDAPATAN						2,382,990,626,000.00		2,402,757,795,519.00		2,158,492,615,000.00		2,179,409,706,710.00

								1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				341,722,577,000.00		384,682,551,684.00		352,420,926,000.00		387,763,013,239.00

										a.		Pendapatan Pajak Daerah		154,189,995,000.00		176,873,002,208.00		164,550,000,000.00		185,331,600,515.00

										b.		Hasil Retribusi Daerah		11,266,768,000.00		13,878,511,187.00		10,391,582,000.00		10,952,823,841.00

										c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,232,136,000.00		15,262,591,948.63		15,089,347,000.00		15,278,078,431.00

										d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		161,033,678,000.00		178,668,446,340.37		162,389,997,000.00		176,200,510,452.00

								2		DANA PERIMBANGAN				1,650,935,104,000.00		1,632,940,401,703.00		1,396,173,329,000.00		1,358,762,557,968.00

										a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		38,472,361,000.00		39,870,047,368.00		37,608,313,000.00		29,554,921,489.00

										b.		Dana Alokasi Umum		924,285,617,000.00		917,524,339,000.00		1,013,422,549,000.00		1,018,544,740,000.00

										c.		Dana Alokasi Khusus		297,844,181,000.00		290,411,173,203.00		345,142,467,000.00		310,662,896,479.00

								3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				390,332,945,000.00		385,134,842,132.00		409,898,360,000.00		432,884,135,503.00

										a.		Pendapatan Hibah		102,995,923,000.00		102,417,213,989.00		76,734,900,000.00		85,256,160,000.00

										b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		132,533,194,000.00		129,054,883,131.00		132,533,194,000.00		148,991,486,503.00

										c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,381,751,000.00		249,403,111,001.00		191,230,266,000.00		191,230,266,000.00

										d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		8,418,000,000.00		6,676,848,000.00		9,400,000,000.00		7,406,223,000.00

								No		URAIAN						TAHUN 2020				TAHUN 2019

																ANGGARAN		REALISASI		ANGGARAN		REALISASI

								BELANJA								2,239,350,557,000.00		2,086,195,257,042.00		2,459,978,046,000.00		2,262,135,688,098.00

								1		BELANJA TIDAK LANGSUNG						1,428,270,119,000.00		1,357,867,368,361.00		1,452,598,671,000.00		1,382,925,709,565.00

										a.		Belanja Pegawai				967,284,282,000.00		911,416,601,646.00		1,010,114,484,000.00		947,080,009,638.00

										b.		Belanja Hibah				69,102,700,000.00		66,804,080,000.00		66,594,000,000.00		63,649,583,378.00

										c.		Belanja Bantuan Sosial				13,852,000,000.00		12,204,550,000.00		13,895,000,000.00		13,455,000,000.00

										d.		Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				16,702,722,000.00		16,702,671,600.00		17,923,459,000.00		17,923,459,000.00

										e.		Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				324,913,244,000.00		324,810,144,428.00		341,571,728,000.00		340,202,486,981.00

										f.		Belanja Tidak Terduga				36,415,171,000.00		25,929,320,687.00		2,500,000,000.00		615,170,568.00

								2		BELANJA LANGSUNG						811,080,438,000.00		728,327,888,681.00		1,007,379,375,000.00		879,209,978,533.00

										a.		Belanja Pegawai				9,111,660,000.00		8,028,979,578.00		7,157,393,000.00		6,438,315,300.00

										b.		Belanja Barang dan Jasa				618,096,745,239.00		573,085,136,623.00		627,311,135,987.00		585,767,169,357.00

												-		Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial		618,096,745,239.00		573,085,136,623.00		627,311,135,987.00		585,886,888,357.00

										c.		Belanja Modal				183,872,032,761.00		147,213,772,480.00		372,910,846,013.00		286,884,774,876.00





		

						No		URAIAN				Tahun 2020		Kenaikan penurunan

												REALISASI

						PENDAPATAN						2,402,757,795,519.00		- 0

						1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				384,682,551,684.00		- 0

								a.		Pendapatan Pajak Daerah		176,873,002,208.00		- 0

								b.		Hasil Retribusi Daerah		13,878,511,187.00		- 0

								c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,262,591,948.63		- 0

								d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		178,668,446,340.37		- 0

						2		DANA PERIMBANGAN				1,632,940,401,703.00		- 0

								a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		39,870,047,368.00		- 0

								b.		Dana Alokasi Umum		917,524,339,000.00		- 0

								c.		Dana Alokasi Khusus		290,411,173,203.00		- 0

						3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				385,134,842,132.00		- 0

								a.		Pendapatan Hibah		102,417,213,989.00		- 0

								b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		129,054,883,131.00		- 0

								c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,403,111,001.00		- 0

								d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		6,676,848,000.00		- 0

						No		URAIAN						TAHUN 2020		TAHUN 2019		Kenaikan/penurunan		%

														REALISASI		REALISASI

						BELANJA								2,086,195,257,042.00		2,262,135,688,098.00		(175,940,431,056.00)		(7.78)

						1		BELANJA TIDAK LANGSUNG						1,357,867,368,361.00		1,382,925,709,565.00		(25,058,341,204.00)		(1.81)

								a.		Belanja Pegawai				911,416,601,646.00		947,080,009,638.00		(35,663,407,992.00)		(3.77)

								b.		Belanja Hibah				66,804,080,000.00		63,649,583,378.00		3,154,496,622.00		4.96

								c.		Belanja Bantuan Sosial				12,204,550,000.00		13,455,000,000.00		(1,250,450,000.00)		(9.29)

								d.		Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				16,702,671,600.00		17,923,459,000.00		(1,220,787,400.00)		(6.81)

								e.		Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				324,810,144,428.00		340,202,486,981.00		(15,392,342,553.00)		(4.52)

								f.		Belanja Tidak Terduga				25,929,320,687.00		615,170,568.00		25,314,150,119.00		4,114.98

						2		BELANJA LANGSUNG						728,327,888,681.00		879,209,978,533.00		(150,882,089,852.00)		(17.16)

								a.		Belanja Pegawai				8,028,979,578.00		6,438,315,300.00		1,590,664,278.00		24.71

								b.		Belanja Barang dan Jasa				573,085,136,623.00		585,767,169,357.00		(12,682,032,734.00)		(2.17)

										- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial				573,085,136,623.00		585,886,888,357.00		(12,801,751,734.00)		(2.19)

								c.		Belanja Modal				147,213,772,480.00		286,884,774,876.00		(139,671,002,396.00)		(48.69)
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				352,420,926,000		Anggaran 2018

				387,763,013,239		Realisasi 2018

				327,100,643,000		Anggaran 2019

				343,156,469,167		Realisasi 2019

				341,722,577,000		Anggaran 2020

				384,682,551,684		Realisasi 2020

				Pend. Pjk Daerah		Hasil Retribusi Daer		Hsl. Pengel. Kky Dae yg sah		Lain2 Pend. Asli Dae yg sah

		ANG 2018		151,029,000,000		19,585,541,000		14,133,626,000		142,352,476,000

		REA 2018		167,176,622,018		20,521,606,738		14,026,583,487		141,431,656,924

		Ang 2019		164,550,000,000		10,391,582,000		15,089,347,000		162,389,997,000

		Rea 2019		185,331,600,515		10,952,823,841		15,278,078,431		176,200,510,452

		Ang 2020		154,189,995,000		11,266,768,000		15,232,136,000		161,033,678,000

		Rea 2020		176,873,002,208		13,878,511,187		15,262,591,948.63		178,668,446,340.37

				Bagi Hasil Pajak		Dana Alokasi Umum		Dana Alokasi Khusus

		Ang 2018		44,530,493,000		978,664,650,000		332,278,319,000

		Rea 2018		38,881,727,988		978,664,650,000		308,185,919,715

		Ang 2019		37,608,313,000		1,013,422,549,000		345,142,467,000

		Rea 2019		29,554,921,489		1,018,544,740,000		310,662,896,479

		Ang 2020		38,472,361,000		924,285,617,000		297,844,181,000

		Rea 2020		39,870,047,368		917,524,339,000		290,411,173,203

				Pendapatan Hibah		Bagi hasil pajak prov		Dana penyesuaian dan ot.khusu		Bantuan keua. Dri prov

		Ang 2018		76,734,900,000		130,533,194,000		207,089,437,000		10,947,190,000

		Rea 2018		85,848,040,000		142,435,400,653		207,089,437,000		9,667,587,140

		Ang 2019		76,734,900,000		132,533,194,000		191,230,266,000		9,400,000,000

		Rea 2019		85,256,160,000		148,991,486,503		191,230,266,000		7,406,223,000

		Ang 2020		102,995,923,000		132,533,194,000		249,381,751,000		8,418,000,000

		Rea 2020		102,417,213,989		129,054,883,131		249,403,111,001		6,676,848,000

				Belanja Pegawai		Belanja Hibah		Bel. Bantuan Sosial		Bel. Bgi hsil kpd Prov		Bel.Bant.Keuangan		BTT

		Ang 2018		991,088,189,000		95,504,356,000		4,825,000,000		17,419,192,000		317,240,698,000		2,500,000,000

		Rea 2018		880,448,147,126		86,881,513,994		4,748,800,000		17,419,192,000		303,448,658,272		583,892,500

		Ang 2019		1,010,114,484,000		66,594,000,000		13,895,000,000		17,923,459,000		341,571,728,000		2,500,000,000

		Rea 2019		947,080,009,638		63,649,583,378		13,455,000,000		17,923,459,000		340,202,486,981		616,170,568

		Ang 2020		967,284,282,000		69,102,700,000		13,852,000,000		16,702,722,000		324,913,244,000		36,415,171,000

		Rea 2020		911,416,601,646		66,804,080,000		12,204,550,000		16,702,671,600		324,810,144,428		25,929,320,687

				Belanja Pegawai		Bel.Barang dan Jasa		Belanja Modal

		Ang 2018		32,171,292,100		515,283,534,979		303,809,619,921

		Rea 2018		30,139,977,748		478,943,344,014		261,888,308,061

		Ang 2019		7,157,393,000		627,311,135,987		372,910,846,013

		Rea 2019		6,438,315,300		585,886,888,357		286,884,774,876

		Ang 2020		9,111,660,000		618,096,745,239		183,872,032,761

		Rea 2020		8,028,979,578		573,085,136,623		147,213,772,480
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								No		URAIAN				TAHUN 2020				TAHUN 2019

														ANGGARAN		REALISASI		ANGGARAN		REALISASI

								PENDAPATAN						2,382,990,626,000.00		2,402,757,795,519.00		2,158,492,615,000.00		2,179,409,706,710.00

								1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				341,722,577,000.00		384,682,551,684.00		352,420,926,000.00		387,763,013,239.00

										a.		Pendapatan Pajak Daerah		154,189,995,000.00		176,873,002,208.00		164,550,000,000.00		185,331,600,515.00

										b.		Hasil Retribusi Daerah		11,266,768,000.00		13,878,511,187.00		10,391,582,000.00		10,952,823,841.00

										c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,232,136,000.00		15,262,591,948.63		15,089,347,000.00		15,278,078,431.00

										d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		161,033,678,000.00		178,668,446,340.37		162,389,997,000.00		176,200,510,452.00

								2		DANA PERIMBANGAN				1,650,935,104,000.00		1,632,940,401,703.00		1,396,173,329,000.00		1,358,762,557,968.00

										a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		38,472,361,000.00		39,870,047,368.00		37,608,313,000.00		29,554,921,489.00

										b.		Dana Alokasi Umum		924,285,617,000.00		917,524,339,000.00		1,013,422,549,000.00		1,018,544,740,000.00

										c.		Dana Alokasi Khusus		297,844,181,000.00		290,411,173,203.00		345,142,467,000.00		310,662,896,479.00

								3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				390,332,945,000.00		385,134,842,132.00		409,898,360,000.00		432,884,135,503.00

										a.		Pendapatan Hibah		102,995,923,000.00		102,417,213,989.00		76,734,900,000.00		85,256,160,000.00

										b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		132,533,194,000.00		129,054,883,131.00		132,533,194,000.00		148,991,486,503.00

										c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,381,751,000.00		249,403,111,001.00		191,230,266,000.00		191,230,266,000.00

										d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		8,418,000,000.00		6,676,848,000.00		9,400,000,000.00		7,406,223,000.00





		

						No		URAIAN				Tahun 2020		Tahun 2019		Kenaikan penurunan		%

												REALISASI		REALISASI

						PENDAPATAN						2,402,757,795,519.00		2,179,409,706,710.00		223,348,088,809.00		10.25

						1		PENDAPATAN ASLI DAERAH				384,682,551,684.00		387,763,013,239.00		(3,080,461,555.00)		(0.79)

								a.		Pendapatan Pajak Daerah		176,873,002,208.00		185,331,600,515.00		(8,458,598,307.00)		(4.56)

								b.		Hasil Retribusi Daerah		13,878,511,187.00		10,952,823,841.00		2,925,687,346.00		26.71

								c.		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15,262,591,948.63		15,278,078,431.00		(15,486,482.37)		(0.10)

								d.		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		178,668,446,340.37		176,200,510,452.00		2,467,935,888.37		1.40

						2		DANA PERIMBANGAN				1,632,940,401,703.00		1,358,762,557,968.00		274,177,843,735.00		20.18

								a.		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		39,870,047,368.00		29,554,921,489.00		10,315,125,879.00		34.90

								b.		Dana Alokasi Umum		917,524,339,000.00		1,018,544,740,000.00		(101,020,401,000.00)		(9.92)

								c.		Dana Alokasi Khusus		290,411,173,203.00		310,662,896,479.00		(20,251,723,276.00)		(6.52)

						3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				385,134,842,132.00		432,884,135,503.00		(47,749,293,371.00)		(11.03)

								a.		Pendapatan Hibah		102,417,213,989.00		85,256,160,000.00		17,161,053,989.00		20.13

								b.		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		129,054,883,131.00		148,991,486,503.00		(19,936,603,372.00)		(13.38)

								c.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		249,403,111,001.00		191,230,266,000.00		58,172,845,001.00		30.42

								d.		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		6,676,848,000.00		7,406,223,000.00		(729,375,000.00)		(9.85)
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